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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK 

PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK YANG 

DILAKUKAN OLEH ANAK 

(Studi Putusan No. 7 Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk) 

 

Oleh: 

KETUT SINTA WATI 

 

Banyaknya keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan dan tawuran yang 

disertai membawa senjata tajam berupa Gir menunjukkan bahwa perlindungan 

hukum terhadap anak serta pengawasan sosial belum berjalan secara optimal. Salah 

satu contoh perkara Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Permasalahan 

penelitian adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kasus 

membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak? dan apakah putusan 

pidana nomor 7 Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk sudah sesuai dengan asas kepentingan 

terbaik bagi anak? 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan 

adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari 

Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap kasus 

membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak telah memenuhi unsur 

actus reus dan mens rea sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Anak terbukti membawa gir 

motor yang dimodifikasi menjadi senjata berbahaya dan menyadari fungsi serta 

risiko penggunaannya. Oleh karena itu, anak tetap dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana, namun sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan 

ketentuan pembinaan dalam Undang-Undang SPPA. Serta Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya tindak pidana antara lain pengaruh lingkungan, pergaulan 

teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, serta rendahnya kesadaran hukum 

anak mengenai bahaya membawa senjata tajam. Putusan ini juga menunjukkan 

bahwa hakim telah mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan 

menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. 



Ketut Sinta Wati 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan agar penanganan perkara 

anak yang membawa senjata tajam tanpa hak lebih mengutamakan pendekatan 

pembinaan dari pada penghukuman. Peran keluarga dan lingkungan sosial harus 

diperkuat melalui pengawasan, pendidikan moral, serta dukungan psikologis untuk 

mencegah anak terlibat dalam perilaku menyimpang. Aparat penegak hukum juga 

perlu konsisten menerapkan diversi dan keadilan restoratif sebagai langkah utama 

sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) harus ditingkatkan kapasitasnya agar dapat memberikan 

pendidikan, pembinaan karakter, dan rehabilitasi yang efektif sehingga anak mampu 

memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan baik. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana anak, senjata tajam, Undang- 

Undang SPPA 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIMINAL ACT OF 

CARRYING A SHARED WEAPON UNAUTHORIZED BY A CHILD 
(Study of Decision No. 7 Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) 

 

By 

KETUT SINTA WATI 

 

 

The large number of children involved in violent crimes and brawls accompanied 

by carrying sharp weapons in the form of Gir shows that legal protection for 

children and social supervision has not been running optimally. One example of the 

case is Decision Number: 7 / Pid.Sus-Anak / 2025 / PN Tjk. The research problem 

is how is the criminal responsibility for children who carry sharp weapons without 

rights based on Decision Number: 7 / Pid.Sus-Anak / 2025 / PN Tjk and whether 

the decision is in accordance with the principle of the best interest of the child in 

the Juvenile Criminal Justice System. 

The research method uses an empirical juridical approach, the data used are 

secondary data and primary data. The study was conducted through library 

research and field studies. The sources in this study consisted of Judges at the 

Tanjung Karang District Court and Criminal Lecturers at the Faculty of Law, 

University of Lampung. The data analysis used was qualitative. 

The results of the study indicate that  The criminal liability of children in the case 

of carrying sharp weapons without permission based on Decision Number: 

7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk has fulfilled the elements of actus reus and mens rea 

as regulated in Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. The 

child was proven to have carried a motorcycle gear that had been modified into a 

dangerous weapon and was aware of its function and the risks of its use. Therefore, 

the child can still was held criminally responsible, but the sanctions imposed were 

adjusted to the provisions for guidance in the Child Protection and Child Protection 

Law. Factors influencing the occurrence of criminal acts include environmental 

influences, peer interactions, lack of parental supervision, and children's low legal 

awareness of the dangers of carrying sharp weapons. This decision also 

demonstrates that the judge considered the principle of the child's best interests by 

imposing a correctional facility (LPKA) that is educational and rehabilitative in 

nature. 



Ketut Sinta Wati 

Based on the conclusions outlined, it is recommended that cases involving children 

carrying sharp weapons without authorization prioritize a guidance approach over 

punishment. The role of the family and social environment must be strengthened 

through supervision, moral education, and psychological support to prevent 

children from engaging in deviant behavior. Law enforcement officials also need to 

consistently implement diversion and restorative justice as primary measures in 

accordance with the principle of the child's best interests. Furthermore, the capacity 

of the Special Child Development Institution (LPKA) must be enhanced to provide 

effective education, character development, and rehabilitation so that children can 

improve themselves and return to society successfully. 

 

Keywords: Criminal liability of children, sharp weapons, SPPA Law. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus 

dijaga harkat dan martabatnya, dalam pandangan filosofis bangsa Indonesia, 

anak adalah generasi penerus yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena 

itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan 

pembinaan agar tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia dan 

bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 

namun, dalam realitas sosial dewasa ini, sering dijumpai bahwa anak tidak 

hanya menjadi korban, melainkan juga menjadi pelaku tindak pidana, termasuk 

dalam perkara membawa senjata tajam tanpa hak. Fenomena ini menimbulkan 

kekhawatiran akan lunturnya nilai moral dan sosial di kalangan anak muda serta 

menantang sistem hukum dalam menegakkan keadilan yang tetap 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.1 

D$efinisi anak dalam p $erat$uran p$er$undang-$undangan, m $en$ur$ut Undang-Undang 

Nomor 11 Tah$un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan Pidana A$nak (UU SPPA), anak adalah 

s$es$eorang yang dalam p$erkara anak b$erkonflik d$engan h$uk$um t$elah b$er$um$ur 12 (d$ua 

b$elas) tah $un, t$etapi b$el$um b$er$um$ur 18 (d$elapan b$elas) tah$un dan b$el$um m$enikah. 

S$em$entara it$u, Undang-Undang Nomor 1 Tah$un 1974 t$entang P$erkawinan 

s$ebagaimana t$elah di$ubah d$engan Undang-Undang Nomor 16 Tah $un 2019, 

m$end$efinisikan anak s$ebagai s$es$eorang yang b $el$um m$encapai $usia 19 tah$un bagi 

 

1 Maidin Gultom, P$erlind$ungan H$uk $um t$erhadap A$nak dalam Sist$em P$eradilan Pidana A $nak di 

Indon$esia (Band$ung: R$efika Aditama, 2014), hlm. 3. 



2 
 

h 2 

m 3 

laki-laki dan p$er$emp$uan. P$erb$edaan ini m$en$unj$ukkan bahwa batas $usia anak tidak 

b$ersifat t$unggal, m$elainkan dis$es$uaikan d$engan kont$eks h$uk$um yang m$engat$urnya. 

Hal ini p$enting kar$ena p$en$ent$uan batas $usia b$erp$engar$uh t$erhadap sist$em  

p$ertangg$ungjawaban  pidana,  b $ent$uk  p$embinaan,  s$erta  p$erlind$ungan 

$uk$um yang akan dit$erapkan t$erhadap anak. 

 

P$erk$embangan masyarakat mod $ern saat ini m$en$unj$ukkan adanya p$eningkatan 

kompl$eksitas dalam b$ent$uk dan pola k$ejahatan. Salah sat $u f$enom$ena yang c$uk$up 

m$engkhawatirkan adalah m$eningkatnya k$et$erlibatan anak dalam tindak pidana, 

t$ermas$uk tindak pidana yang b $erkaitan d$engan p$engg$unaan ata$u k$ep$emilikan s$enjata 

tajam tanpa hak. F$enom$ena ini b$ukan hanya m$enggambarkan d$egradasi moral anak, 

t$etapi j$uga m$en$unj$ukkan l$emahnya kontrol sosial dan nilai-nilai h$uk$um dalam 

masyarakat. A$nak yang s$ehar$usnya m$endapatkan p$erlind$ungan dan p$embinaan j$ustr$u 

m$enjadi p$elak$u dalam tindak pidana yang b$erpot$ensi m$engancam k$et$ertiban $um$um 

dan k$es$elamatan orang lain. 

 

M$en $ur$ut Undang-Undang Nomor 11 Tah$un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan Pidana 

A$nak (UU SPPA), s$etiap anak yang b$erhadapan d$engan h$uk$um har$us dip$erlak$ukan 

s$ecara kh$us$us d$engan m$eng$ed$epankan prinsip th$e b$est int$er$est of th$e child ata$u 

k$ep$entingan t$erbaik bagi anak. Prinsip ini dimaks$udkan agar sist$em p$eradilan tidak 

s$emata-mata m$engh$uk$um, t$etapi j$uga m$embina dan m$em$ulihkan anak agar dapat 

k$embali k$elingk$ungan sosialnya s$ecara baik. Nam$un d$emikian, k$etika anak 

m$elak$ukan tindak pidana yang b $erpot$ensi m$embahayakan k$es$elamatan p$ublik, 

s$ep$erti m$embawa s$enjata tajam tanpa hak, m$unc$ul p$ersoalan m$eng$enai bagaimana 

b$ent$uk p$ertangg$ungjawaban pidana yang layak dan proporsional $unt$uk dit$erapkan. 

M$en$ur$ut Barda Nawawi Ari$ef, p$ertangg$ungjawaban pidana adalah p$en$erapan asas 

no criminal liability witho $ut fa$ult yang m$en$egaskan bahwa s$es$eorang hanya dapat 

dipidana apabila t $erb$ukti 

$emiliki k$esalahan s$ecara h$uk$um dan moral. 
 

 

 

 

 

 

2 Marlina, P$eradilan Pidana A$nak di Indon$esia (Band$ung: R$efika Aditama, 2012), hlm. 15. 
3 Barda Nawawi Ari$ef, B$unga Rampai K$ebijakan H$uk$um Pidana: P$erk$embangan P$eny$us$unan 

Kons$ep KUHP Bar$u, (Jakarta: K$encana, 2010), hlm. 23. 
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Uns$ur k$esalahan m$enjadi k$unci dalam m$en$ent$ukan apakah anak s$ebagai p$elak$u dapat 

dimintai p$ertangg$ungjawaban pidana atas p $erb$uatannya. P$erb$uatan m$embawa 

s$enjata tajam tanpa hak t$elah diat$ur dalam Undang-Undang Dar$urat Nomor 12 Tah$un 

1951 t$entang Larangan M$embawa S$enjata Tajam Tanpa Hak. Dalam kont$eks ini, anak 

yang m $elak$ukan p $erb$uatan t $ers$eb$ut t$etap dapat dik$enai sanksi pidana, nam$un 

p$en$erapannya har$us m$emp$erhatikan asas-asas dalam h$uk$um pidana anak, s$ep$erti 

asas k$ep$entingan t$erbaik bagi anak dan asas $ultim$um 

$em$edi$um yang m$en$empatkan pidana s$ebagai $upaya t$erakhir. 

 

K$ed$ud$ukan anak s$ebagai p$elak$u tindak pidana m $enjadi f$enom$ena yang s$emakin 

m$engkhawatirkan, dalam h$uk$um pidana anak, anak tidak dapat disamakan d$engan 

orang d$ewasa kar$ena tingkat k$ed$ewasaan $emosional dan int$el$ekt$ualnya b$el$um 

s$emp$urna. Faktor p$eny$ebab anak m$elak$ukan tindak pidana dapat dibagi m $enjadi d$ua 

faktor yait $u factor int$ernal dan faktor $ekst$ernal. Faktor int$ernal m$elip$uti l$emahnya 

kontrol diri, krisis moral, k$urangnya p$endidikan karakt$er, dan p$engar$uh psikologis. 

S$edangkan faktor $ekst$ernal m$encak$up lingk$ungan sosial yang tidak kond$usif, 

Masalah ini m$enjadi s$emakin m$enarik k$etika dikaitkan d$engan praktik p$eradilan, 

s$ep$erti dalam P$ut$usan Nomor 7/Pid.S$us-A$nak/2025/PN Tanj$ung Karang, di mana 

s$eorang anak dinyatakan t$erb$ukti s$ecara sah dan m$eyakinkan m$elak$ukan tindak 

pidana m$embawa s$enjata tajam tanpa hak. Kas$us t$ers$eb$ut m$enjadi obj$ek p$enting 

$unt$uk dianalisis kar$ena m$engand$ung dil$ema antara k$ep$entingan p$en$egakan h$uk $um 

dan p$erlind$ungan anak s$ebagai p$elak$u tindak pidana. Dalam kont$eks ini, analisis 

t$erhadap p$ertangg$ungjawaban pidana anak p$erl$u dilak$ukan s$ecara m$endalam, baik 

dari s$egi y$uridis, sosiologis, maupun filosofis.5 

S$ecara y$uridis, m $en$erapkan $uns$ur-$uns$ur tindak pidana dalam p $erkara anak yang 

m$embawa s$enjata tajam tanpa hak, s$ebagaimana diat$ur dalam Undang-Undang 

Dar$urat Nomor 12 Tah$un 1951, y$uridis dalam p$ut$usan hakim, apakah t$elah s$es$uai 

d$engan asas-asas h$uk$um pidana, kh$us$usnya asas l$egalitas n$ull$um d$elict$um n$ulla 

po$ena sin$e l$eg$e yang m$en$egaskan bahwa s$uat$u p$erb$uatan tidak dapat dipidana 

k $ec$uali b$erdasarkan k$et$ent$uan $undang-$undang yang t$elah ada s$eb$el$umnya. S$elain 

 

 

4 Ibid.23 
5 S$udarto, H$uk$um dan H$uk$um Pidana, Band$ung: Al$umni, 2006, hlm. 38 
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it$u, p$erl$u dikaji s$eja$uh mana p$en$erapan $uns$ur k$esalahan sch$uld dan 

p$ertangg$ungjawaban pidana criminal r$esponsibility m$emp$erhatikan kondisi k$ejiwaan 

dan k$ematangan psikologis anak s$ebagai p$elak$u tindak pidana. Hal ini s$elaras d$engan 

pandangan Barda Nawawi Ari $ef, yang m$enyatakan bahwa p$en$egakan h$uk$um pidana 

tidak bol $eh b$ersifat l$egalistik s$empit, t$etapi har$us m$en$empatkan h$uk$um pidana 

dalam k$erangka sist$em nilai dan k$eadilan sosial yang hid$up di Masyarakat. 

 

S$ecara filosofis, b$erpijak pada p$emahaman bahwa h$uk$um pidana b$ukan s$emata- mata 

sarana $unt$uk m$engh$uk$um p$elak$u k$ejahatan, m$elainkan j$uga instr$um$en moral dan 

sosial yang m $enc$erminkan nilai-nilai k$eadilan, k$eman$usiaan, s$erta k$es$eimbangan 

antara k$ep$entingan individ$u, masyarakat, dan n$egara. Dalam kont$eks anak s$ebagai 

p$elak$u, filosofi h $uk$um pidana har$us m$en$ekankan asas $ultim$um r$em$edi$um, yakni 

bahwa p$emidanaan m$er$upakan jalan t$erakhir s$et$elah $upaya p$embinaan dan p$erbaikan 

p$erilak$u tidak b$erhasil. Ol$eh kar$ena it$u, k$eadilan yang diharapkan b$ukanlah k$eadilan 

yang b $ersifat r$etrib$utif s$emata, m$elainkan k$eadilan korektif dan rehabilitatif yang 

mempertimbangkan masa depan anak.6 

 

Pandangan ini s$ejalan d$engan kons$ep yang dik$em$ukakan ol$eh S$udarto, yang 

m$en$egaskan bahwa f$ungsi h$uk$um pidana har$us diarahkan $unt$uk m$elind$ungi 

masyarakat tanpa m$engabaikan hak-hak asasi man$usia, t$ermas$uk hak anak $unt$uk 

t$umb$uh dan b$erk$embang s$ecara wajar. S$em$entara s$ecara sosiologis, dapat 

m$emb$erikan kontrib$usi nyata t$erhadap $upaya p$enc$egahan k$ejahatan yang m$elibatkan 

anak s$erta m$emp$erk$uat sist$em p$embinaan dan p $erlind$ungan anak di Indon$esia. 

F$enom$ena anak yang m$embawa s$enjata tajam tanpa hak s$ering kali tidak hanya 

m$enc$erminkan p$elanggaran h$uk$um, t$etapi j$uga m$er$upakan indikasi dari l$emahnya 

kontrol sosial, k$urangnya p$erhatian k$el$uarga, dan p$engar$uh lingk$ungan sosial 

yang n$egatif. Ol$eh kar$ena it$u, analisis sosiologis m $enjadi p$enting $unt$uk m$emahami 

faktor-faktor p$eny$ebab dibalik p $erilak$u m$enyimpang anak s$erta $ef$ektivitas 

k$ebijakan p$eradilan dalam m$enangani kas$us-kas$us s$emacam ini. 

 

6 S$umardi, D., Mansari, M., & Albaba, M. F. (2022). R$estoratif J$ustic$e, Div$ersi Dan P$eradilan A$nak 

Pasca P$ut$usan Mahkamah Konstit$usi Nomor 110/P$u$u-X/2012. L$egitimasi: J$urnal H$uk$um Pidana 

Dan Politik H$uk$um, 11(2), 248-265. 
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Barda Nawawi Ari$ef m$en$egaskan bahwa p$embar$uan h$uk $um pidana di Indon$esia 

s$ehar$usnya b$erori$entasi pada nilai-nilai k$eman$usiaan dan k$es$eimbangan antara 

$ep$entingan p$elak$u, korban, dan masyarakat. S$enjata tajam it$u s$endiri m$er$upakan 

p$erb$uatan tindak pidana yang pada pasal 2 ayat (1) d$engan ancaman pidana dibawah 

7 tah$un p$enjara, s$ebagaimana diat$ur dalam Undang-Undang Dar$urat Nomor 12 

tah $un 1951, s$edangkan taw$uran p$elajar tidak dit$em$ukan padat dan katanya dalam 

kitab Undang-$undang H$uk$um Pidana, nam$un $uns$ur-$uns$ur p$erb$uatannya it$u 

dimas$ukan k$edalam p$erk$elahian, adap$un p$erk$elahian diat$ur dalam pasal 472 KUHP, 

s$elanj$utnya anak s$ebagai p$elak$u tindak pidana m $en$ur$ut UU SPPA m$emiliki sist$em 

p$eradilan s$endiri s$ebagaimana m$engac$u pada Undng-Undang Nomor 11 Tah $un 2012. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dar$urat No. 12 Tah$un 1951 m$enyatakan bahwa: 

“Barang siapa yang tanpa hak m $emas$ukkan k $e Indon$esia, m$emb$uat, m$en$erima, 

m$encoba m$emp$erol$eh, m$eny$erahkan, ata$u m$emp$unyai dalam miliknya, 

m$enyimpan, m$engangk$ut, m$eny$emb$unyikan, m$emp$erg$unakan ata$u 

m$eng$el$uarkan dari Indon$esia s$es$uat$u s$enjata p$em$uk$ul, p$enikam ata$u p$en$us$uk, 

dih$uk$um d$engan h$uk$uman p$enjara s$elama-lamanya s$ep$ul$uh tah$un.” 

S$edangkan Undang-Undang Sist$em P$eradilan Pidana A$nak (SPPA) No.11 Tah $un 

2012 m$enyatakan bahwa: 

Pasal 3 

“A$nak dalam pros$es p$eradilan b$erhak m$endapat p$erlind$ungan kh $us$us dari 

k$ek$erasan fisik ma$up$un m$ental.” 

 

Pasal 6 

“Sist$em P$eradilan Pidana A$nak dis$el$enggarakan b$erdasarkan p$erlind$ungan, 

k$eadilan, nondiskriminasi, k $ep$entingan t$erbaik bagi A$nak, p$enghargaan t$erhadap 

p$endapat A$nak, k$elangs$ungan hid$up dan t$umb$uh k$embang A$nak, p$embinaan 

s$erta p$enghindaran p$embalasan.” 

 

Pasal 472 KUHP M$enyatakan Bahwa: 

“S$etiap orang yang t $ur$ut s$erta dalam p$eny$erangan ata$u p$erk$elahian yang 

m$elibatkan b$eb$erapa orang, s$elain tangg$ung jawab masing-masing t$erhadap tindak 

pidana yang kh$us$us dilak$ukan, dipidana d$engan: 
 

 

7 Barda Nawawi Ari$ef, B$unga Rampai K$ebijakan H$uk$um Pidana, Jakarta: K$encana Pr$enada 
M$edia Gro$up, 2010, hlm. 23 
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a) pidana p$enjara paling lama 2 (d $ua) tah$un 6 ($enam) b$ulan ata$u pidana d$enda paling 

banyak kat$egori III, jika p$eny$erangan ata$u p$erk$elahian t$ers$eb$ut m$engakibatkan 

l$uka b$erat. 

b) pidana p$enjara paling lama 4 ($empat) tah$un, jika p$eny$erangan ata$u 

p$erk$elahian t$ers$eb$ut m$engakibatkan matinya orang. 

 

Contoh kas$us dalam P$ut$usan P$engadilan N$eg$eri No.7 Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk 

t$erjadinya p$enangkapan s$eorang anak p$elajar dimana anak ini mas$uk k$edalam 

G$eng yang B$ernama Garvalkiddss m$er$eka janjian akan m$elak$ukan taw$uran d$engan 

G$eng Mist$eri m$elal$ui ak$un Instagram d$engan m$engg$unakan ak$un yang b$ernama 

garvalkidds, s$elanj$utnya s$epakat $unt$uk m$elak$ukan taw$uran pada jam 

03.00 wib dan b$ert$em$u diportal, lal$u anak p$ergi m $en$uj$u lokasi taw$uran d$engan 

m$embawa Gir yang diikat d$engan m$engg$unakan kain ata$u sab $uk warna p$utih. Sanksi 

anak wisn $u m$embawa 1 bilah bamb$u $uk$uran panjang s$ekitar 130 cm, dan sanksi anak. 

 

Rafliansyah m$embawa paralon yang s$udah dimodif mirip d$engan s$enjata c$el$urit 

Panjang s$ekitar 130 cm, s$elanj$utnya s$ekitar jam 02.30 wib rombongan g$eng $utara 

mist$eri datang d$engan m$engg$unakan s$ep$eda motor b$erj$umlah k$urang l$ebih 10 orang, 

k$em$udian anak rafliansyah, b$es$erta para anggota g$enk garvalkiddss b$ersiap- siap 

akan m$eny$erang lawan g$eng $utara mist$eri lal$u datang saksi Rifki Rahmadhan dan 

Ahmad Bay$u S$ukma b$es$erta aparat k$epolisian m$eng$ejar anak b$es$erta para anggota 

g$enk garvalkidds dan g $eng $utara mist$eri lal$u anak b$erhasil diamankan di d $epan 

s$ekolah SMP 11 Gar$untang Bandar Lamp$ung. 

 

Gir yang diikat d$engan sab$uk p$utih yang anak bawa tidak ada h$ub$ungannya 

d$engan p$ek$erjaan anak s$erta tidak ada ijin dari instansi yang b $erw$enang s$ehingga anak 

b$erik$ut barang b$ukti dibawa k$e Polr$esta Kota Bandar Lamp$ung $unt$uk p$em$eriksaan 

l$ebih lanj$ut. Dalam p$erb$uatan anak Bambang s$ebagaimaan diat$ur dan diancam 

pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Dar $urat No.12 Tah$un 1951. Hasil p$ut$usan 

M$enyatakan A$nak t$ers$eb$ut diatas, t$erb$ukti s$ecara sah dan m$eyakinkan b$ersalah 

m$elak$ukan tindak pidana “Tanpa Hak M$embawa S$enjata P$enikam Ata$u S$enjata 

P$en$us$uk” s$ebagaimana dalam dakwaan t$unggal P$en$unt$ut Um$um d$engan 

m$enjat$uhkan  pidana  k$epada  A$nak  ol$eh  kar$ena  it$u  d$engan pidana 
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p$enjara s$elama 2 b$ulan di L$embaga P$embinan Kh$us$us A$nak ( LPKA ) K$elas II 

Bandar Lamp$ung di D$esa Masgar, Kab$upat$en P$esawaran,Lamp$ung. 

 

S$et$elah m$end$engar p$embacaan t$unt$utan pidana yang diaj$ukan ol$eh p$en$unt$ut 

$um$um yang pada pokoknya s$ebagai b$erik$ut: 

1. M$enyatakan A$nak Bambang t$elah t$erb$ukti s$ecara sah dan m$eyakinkan b$ersalah 

m$elak$ukan tindak pidana s$ebagaimana diat$ur dan diancam pidana dalam dakwaan 

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dar$urat nomor 12 tah$un 1951 

2. M$enjat$uhkan pidana t$erhadap anak b$er$upa pidana p$enjara s$elama 2 ( d$ua) 

b$ulan di LPKA k$elas II Bandar Lamp$ung 

3. M$em$erintahkan agar anak t$etap dalam tahanan 

 

P$en$erapan Pasal 2 Undang-Undang Dar$urat Nomor 12 Tah $un 1951 m$eng$enai 

k$ep$emilikan s$enjata tajam di kalangan anak-anak m$emang m$emic$u disk$usi t$entang 

proporsi dan r$el$evansinya dalam sist$em p$eradilan anak. K$et$ent$uan ini pada 

dasarnya m$er$upakan norma pidana yang dit $uj$ukan $unt$uk siapa saja yang s$ecara 

il$egal m$embawa, m$emiliki, ata$u m$enyimpan s$enjata tajam, d$engan ancaman 

h$uk$uman p$enjara yang c $uk$up b$erat. Nam$un, saat k$et$ent$uan ini dit$erapkan k$epada 

anak, p$enting $unt$uk m$eny$es$uaikan d$engan prinsip p$erlind$ungan anak s$ep$erti yang 

t$ercant$um dalam Undang-Undang Nomor 11 Tah$un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan 

Pidana A$nak (UU SPPA). 

B$erdasarkan latar b$elakang diatas maka p$en$ulis t$ertarik $unt$uk m$engambil j$ud$ul 

“Analisis P$ertangg$ungjawaban Pidana T$erhadap Tindak Pidana M$embawa S$enjata 

Tajam Tanpa Hak Yang Dilak $ukan Ol$eh A$nak “(St$udi P$ut$usan No.7 Pid.S$us- 

A$nak/PN Tjk.)” 

B. P$ermasalahan dan R$uang Lingk$up P$en$elitian. 

1. P$ermasalahan P$en$elitian 

a. Bagaimanakah P$ertangg$ungJawaban pidana t$erhadap kas$us m$embawa S$enjata 

Tajam tanpa hak yang dilak $ukan Ol$eh A$nak? 

b. Apakah p$ut$usan pidana nomor 7 Pid.S$us-A$nak/2025/Pn.Tjk S$udah 

S$es$uai d$engan asas k$ep$entingan t$erbaik bagi anak ? 
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2. R$uang Lingk$up P$en$elitian 

R$uang lingk$up mat$eri dalam p$en$ulisan ini b$erkaitan d$engan Kajian pada bidang 

h$uk$um pidana formil yang kh $us$usnya m$eng$enai p$ertangg$ungjawaban pidana Lokasi 

p$en$elitian dilak$ukan di P$engadilan N$eg$eri Tanj$ung Karang b$erdasarkan data dan 

p$ut$usan tah$un 2025. 

 

C. T$uj$uan dan K$eg$unaan P$en$elitian 

1. T$uj$uan P$en$elitian 

a. Unt$uk m$eng$etah$ui P$ertangg$ungJawaban pidana t$erhadap kas$us m$embawa 

S$enjata Tajam tanpa hak yang dilak$ukan Ol$eh A$nak 

b. Unt$uk m$eng$etah$ui asas k$ep$entingan t$erbaik bagi anak dalam m$enjat$uhkan 

p$ut$usan t$erhadap tindak pidana anak yang m $embawa s$enjata tajam 

 

2. K$eg$unaan P$en$elitian 

K$eg$unaan yang diharapkan dari p$en$elitian adalah s$ebagai b$erik$ut: 

a. K$eg$unaan T$eoritis 

P$en$elitian ini diharapkan dalam p$en$ulisan ini dapat dig$unakan s$ebagai bahan kajian 

bagi kalangan h $uk$um dalam m$eng$embngkan dan m$emp$erl$uas ilm$u p$eng$etah$uan dan 

dalam bidang h$uk$um pada $um$umnya, dan kh$us$usnya H$uk$um Pidana. 

b. K$eg$unaan Praktisi 

1. P$en$elitin ini diharapkan dapat m $emb$erikan bahan mas$ukan k$epada praktisi 

h$uk$um kh$us$usnya, s$erta k$epada Masyarakat dan A$nak agar m$eng$etah$ui 

m$eng$enai p$ertangg$ungjawaban pidana t$erhadap kas$us m$embawa s$enjata tajam 

tanpah hak yang dilak$ukan ol$eh anak, 

2. S$ebagai salah sat$u syarat $unt$uk m$emp$erol$eh g$elar Sarjana H$uk$um di 

Univ$ersitas Lamp$ung. 

 

D. K$erangka T$eoritis dan Kons$ept$ual 

 

1. K$erangka T$eoritis 

K$erangka t$eoritis adalah k$ump$ulan dari b$eb$erapa anggapan, p$endapat, cara, at$uran, 

asas, dan k$et$erangan s$ebagai sat$u k$esat$uan yang logis yang b$erf$ungsi s$ebagai 

dasar 
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dan  referensi  untuk  mencapai  tujuan  yang  dimaksudkan  dengan  menulis,8 

Kar$ena t$eori sangat t$erkait d$engan p$eng$ump$ulan, p$engolahan, analisis, dan kontr$uksi 

data, p$en$elitian s$elal$u dis$ertai d$engan t$eori. K$erangka ini b$erf$ungsi s$ebagai r$ef$er$ensi 

$utama bagi p$en$eliti s$elama pros$es p$eng$ump$ulan data, p$engolahan, analisis, dan 

p$enarikan k$esimp$ulan. Ini kar$ena t$eori t$erkait $erat d$engan s$etiap tahapan p$en$elitian, 

m$ulai dari awal hingga akhir. 

 

a. T$eori P$ertangg$ungjawaban Pidana A$nak 

P$ertangg$ungjawaban dalam bahasa Inggris dis $eb$ut s$ebgai r$esponsibility ata$u criminal 

liability. P$ertangg$ungjawaban pidana dis$eb$ut s$ebagai tangg$ung jawab, ata$u 

tangg$ung jawab pidana. Dalam k$enyataannya, kons$ep p$ertangg$ungjawaban pidana 

m$elibatkan nilai-nilai moral dan norma-norma $um$um yang dip $egang ol$eh masyarakat 

ata$u k$elompok masyarakat t $ert$ent$u, s$erta h$uk $um s$ecara k$es$el$ur$uhan. 

$uj$uan dari p$ertangg$ungjawaban pidana ini adalah $unt$uk m$em$en$uhi k$eadilan. 

P$ertangg$ungjawaban pidana adalah t$entang m$en$ent$ukan apakah s$eorang 

t$ersangka ata$u t$erdakwa b$ertangg$ung jawab atas tindak pidana yang t $elah t$erjadi. 

D$engan kata lain, it$u adalah t$entang m$en$ent$ukan apakah s$eorang t$ersangka ata$u 

t$erdakwa akan dib$ebaskan ata$u dipidana. 

 

Ro$eslan Sal$eh m$enganggap p$ertangg$ungjawaban pidana s$ebagai t$er$us-m$en$er$us 

m$emiliki c$elaan obj$ektif t$erhadap p$erb$uatan pidana dan s$ecara s$ubj$ektif 

m$em$en$uhi syarat $unt$uk dapat dipidana kar $ena p$erb$uatannya. S$em$entara c$elaan 

s$ubj$ektif m$engac$u pada orang yang m $elak$ukan p$erb$uatan yang dilarang, c$elaan 

obj$ektif m$engac$u pada p$erb$uatan yang dilarang ol$eh h $uk$um formil dan mat$eril. s$uat$u 

p$elanggaran, t$etapi tidak m$ungkin ada p$ertangg$ungjawaban pidana jika s$es$eorang 

m$elak$ukan k $esalahan yang m$emb$uatnya tidak dapat b $ertangg$ung jawab.10 Dasar 

adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat 

dipidananya p $emb$uat adalah atas dasar k$esalahan, hal ini b$erarti bahwa s$es$eorang 

akan m$emp$unya p$ertangg$ungjawaban pidana bila ia t$elah m$elak$ukan p$erb$uatan 

yang salah dan 

 

8 So$erjono So$ekrno, P$engantar P$en$elitian H$uk$um, UI Pr$ess Al$umni, Band$ung, 1986, hlm. 125. 
9 Hanafi, Mahr$us, Sisit$em P$ertangg$ung Jawaban Pidana, C$etakan p$ertama, Jakarta, Rajawali P$ers, 

2015, hlm-16 
10 Ro$eslan sal$eh, Pikiran-Pikiran T$entang P$ertangg$ung Jawaban Pidana, C$etakan P$ertama, 

Jakarta, Ghalia Indon$esia, hlm-33 
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p 11 

b$ert$entangan d$engan h$uk$um diciptakan $unt$uk b$er$ekasi atas p$elanggaran s$uat$u 

$erb$uatan t $ert$ent$u yang t$elah dis$epakati. . M$en$ur$ut asas l$egalitas ini, tidak ada 

p$erb$uatan yang dilarang ata$u diancam d$engan pidana k $ec$uali t$elah dit$etapkan s$ecara 

r$esmi dalam $undang-$undang. S$es$eorang hanya dapat dih$uk$um ata$u dimintai 

p$ertangg$ungjawaban apabila tindakan it $u t$elah diat$ur; jika p$erat$uran t$ers$eb$ut m$unc$ul 

s$et$elah tindakan pidana, s$es$eorang tidak dapat dih $uk$um ata$u dimintai 

p$ertangg$ungjawaban. Tidak bol $eh m$engg$unakan kata kias $unt$uk m$en$ent$ukan adanya 

p$erb$uatan pidana; $undang-$undang pidana tidak b $erlak$u tanpa batas.12 

 

Uns$ur-$uns$ur P$ertangg$ungjawaban Pidana yait$u: 

1. P$erb$uatan yang M$elawan H$uk$um 

P$erb$uatan t$ers$eb$ut har$us dilarang dan diancam pidana ol $eh $undang-$undang. Ini 

s$es$uai d$engan asas l$egalitas, yait $u n$ull$um d$elict$um n$ulla po$ena sin$e pra$evia 

l$eg$e po$enali yang b$erarti tidak ada pidana tanpa adanya at$uran yang m$elarang 

p$erb$uatan t$ers$eb$ut. 

 

2. K$esalahan 

Lalai (c$ulpa) P$elak$u tidak b$erhati-hati ata$u k$urang t$eliti s$ehingga m$enimb$ulkan 

akibat yang dilarang ol $eh $undang-$undang, m$eskip$un ia tidak m$enginginkannya. 

S$edangkan S$engaja (dol$us) P$elak$u m$engh$endaki p$erb$uatannya dan m$eng$etah$ui 

bahwa p$erb$uatan it$u dilarang dan diancam pidana. 

 

3. K$emamp$uan B$ertangg$ungjawab 

Unt$uk dapat m$enyadari dan m$emahami s$ep$en$uhnya tindakan yang dilak $ukannya, 

s$erta akibat h $uk$um yang m$ungkin timb $ul dari tindakan t $ers$eb$ut, p$elak$u tindak pidana 

har$us b$erada dalam kondisi m$ental dan k$ejiwaan yang s$ehat. S$elain it$u, p$elak$u har$us 

m$emiliki k$emamp$uan $unt$uk m$engontrol dorongan k $eh$endaknya s$ehingga ia dapat 

m$em$ut$uskan tindakannya s$ecara sadar dan b$ertangg$ung jawab s$es$uai d$engan h$uk$um 

yang b $erlak$u. 

 

 

 

11 Chair$ul H$uda, Dari Tindak Pidana Tanpa K$esalahan M$en$uj$u K$epada Tiada P$ertangg$ung 

jawab Pidana Tanpa K$esalahan, C$etakan k$e-2, Jakarta, K$encana, 2006, hlm-67 
12 Hanafi Amrani dan Mahr$us Ali, Sist$em P$ertangg$ungjawaban Pidana, Rajawali P$ers, Jakarta, 

2015, hlm-52 



11 
 

b 14 

p 15 

$ $ $ $ $ $ $ 

b. Asas k$ep$entingan t$erbaik bagi anak 

D$efinisi m$en $ur$ut Konv$ensi PBB m$eng$enai hak anak, ata$u UNConv$ention on th $e 

Right of th $e Child, m$emb$erikan d$efinisi anak s$ecara int$ernasional. D$efinisi ini 

didasarkan pada usia anak menurut hukum pidana, perdata, adat, dan Islam.13 

M$en $ur$ut h$uk$um, anak adalah s$es$eorang yang b$el$um m$encapai $usia 21 tah$un 

ata$u b$el$um m$enikah. K$ep$entingan t$erbaik bagi anak har$us m$enjadi dasar 

p$eny$el$esaian masalah, kons$ep ini pada dasarnya m $engh$endaki bahwa pros$es 

p$eradilan formal t$erhadap anak adalah pilihan t$erakhir. Amanah yang t$ercant$um dalam 

Pasal 28B Ayat (2) UUD RI Tah$un 1945 dilanj$utkan d$engan prinsip k$ep$entingan 

t$erbaik bagi anak. S$elain it$u, prinsip ini dit $em$ukan dalam Pasal 2 h$ur$uf d UU SPPA. 

 

Pasal 2 h$ur$uf b UU SPPA m$enj$elaskan bahwa, $unt$uk k$ep$entingan t$erbaik anak, 

k$elangs$ungan hid $up har$us s$elal$u dip$ertimbangkan saat m $emb$uat k $ep$ut$usan 

m$eng$utamakan  k$ep$entingan  t$erbaik  anak  saat  m$enangani  kas$us  anak  yang 

$ert$entangan d$engan h$uk$um s$elain m$engac$u pada p$erat$uran formal,  yang b$erarti 

bahwa s$em$ua langkah yang diambil dalam pros$es p$eradilan anak har$us 

m$emp$ertimbangkan asp$ek yang paling m$eng$unt$ungkan bagi p $erk$embangan anak, 

s$ep$erti p$endidikan, r$ehabilitasi, dan p $em$ulihan. Kons$ep ini j$uga s$ejalan d$engan 

p$erat$uran int$ernasional, s$ep$erti Konv$ensi Hak A$nak P$ers$erikatan Bangsa-Bangsa, 

yang m $engak$ui hak anak $unt$uk m$endapatkan p$erlind$ungan dan 

$em$en$uhan hak t$erbaik m$er$eka. 

 

2. Kons$ept$ual 

Makna kons$ept$ual did$efinisikan s$ebagai makna yang s $es$uai d$engan r$ef$er$ensi 

s$eb$el$umnya, tanpa m$emp$ertimbangkan h $ub$ungan ata$u s$ensasi t$ert$ent$u, maka 

kons$ept$ual adalah p$enggambaran antara kons$ep-kons$ep yang kh $us$us k$ump$ulan 

dalam arti istilah yang dit $eliti dalam s $eb$uah karya ilmiah. S$upaya tidak t$erjadi k$esalah 

pahaman pada pokok p$ermasalahan ini, maka p$en$ulis m$emb$erikan 

 

 

 

13 R$esol$usi PBB No. GA r$es 44/25, ann$ex, 44 U.N GAOR S$upp (No. 49) at 157 UN, Doc. A/44/49 

(1989) $entr$ed intro forc$e, s$ept 2 1990 
15 Hidayat, N., 2013. J$urnal Polin$es.ac.id. P$eradilan pidana anak d$engan p$end$ekatan k$eadilan 

r$estoratif dan k$ep$entingan t$erbaik bagi anak, pp. 1-10. 
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m 16 

s 18 

$ $ $ 

$ $ $ $ $ 

$ $ $ $ 

$ $ $ $ 

b$eb$erapa kons$ep-kons$ep yang dapat dijadikan ac $uan s$ebagai p$egangan dalam 

$emahami t$ulisan ini yait$u: 

a. P$elak$u 

P$elak$u adalah orang yang m $elak$ukan tindak pidana yang m $elak$ukan s$uat$u 

p$erb$uatan yang dilarang dan dapat dipidana, dalam arti l $uas, m$er$eka t$ermas$uk 

dalam k$e$empat kat$egori p$elak$u yang dis$eb$utkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP 

m$er$eka yang m$elak$ukan p$erb$uatan, p $elak$u tindak pidana dapat p$ula m$encak$up 

m$er$eka yang m$eny$ur$uh m$elak$ukan, m$er$eka yang t$ur$ut s$erta m$elak$ukan, dan 

m$er$eka yang m$enganj$urkan s$es$eorang agar m$elak$ukan tindak pidana tersebut.17 

b. P$ertangg$ungjawaban Pidana 

M$en $ur$ut sist$em h $uk$um konv$ensional, p$ertangg$ungjawaban pidana didasarkan 

pada m$ens r$ea, yait$u k$eadaan m$ental, s$erta pikiran yang salah. K$etika pikiran 

b$ersalah did$efinisikan s$ebagai s$uat$u k$esalahan yang s $ubj$ektif, s$es$eorang 

dinyatakan b$ersalah kar$ena pada dirinya dianggap m$emiliki pikiran yang salah, 

$ehingga m$er$eka har$us b$ertangg$ung jawab. 

c. S$enjata Tajam 

M$embawa ata$u m$emiliki s$enjata tajam yang tidak m$emiliki hak m$er$upakan 

k$ejahatan yang dapat m$engancam k$es$elamatan dan k$eamanan p$ublik dan 

b$erpot$ensi dik$enakan ancaman pidana. S$es$eorang dianggap r $emaja k$etika m$er$eka 

b$er$usia antara 12 dan 18 tah$un. P$erilak$u tidak s$es$uai yang dit$unj$ukkan ol$eh 

R$emaja kar$ena m$er$eka m$enghadapi p$ert$entangan k$etika harus memainkan peran 

ganda sekaligus.19 

d. Hak A$nak 

Hak-hak anak har$us dilind$ungi s$elama pros$es p$eradilan ol$eh hakim. Ini t$ermas$uk 

hak $unt$uk m$endapatkan p$enasihat h$uk$um, hak $unt$uk m$enghindari m$emb$erikan 

b$ukti t$erhadap diri s$endiri, dan hak $unt$uk m$endapatkan informasi yang jelas 

tentang proses peradilan.20 

e. P$eny$el$esaian tindak pidana har$us m$elal$ui div$ersi 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tah$un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan Pidana 

A$nak m$engat$ur p$en$erapan sist$em div$ersi di s$etiap tahap p$eny$el$esaian p$erkara 

pidana, dim$ulai dari p$enyidikan, p$en$unt$utan, hingga p $em$eriksaan di m$uka 

p$ersidangan. A$nak-anak b$er$usia diatas 12 (d $ua b$elas) tah$un har$us m$elak$ukan 

$upaya div$ersi jika ancaman pidana p$enjaranya k$urang dari 7 (t$uj$uh) tah$un dan tidak 

merupakan pengulangan tindak pidana.21 
 

 

 

 

 

16 Zain$udin Ali, M$etod$e P$en$ulisan H$uk$um, Sinar Grafika, Jakarta,2011,hlm.96. 
17 J.T. Simorangkir, Kam$us H$uk$um, Rajawali P$ers, 2005, hlm.65. 
18 Chair$ul H$uda, Dari Tindak Pidana Tanpa K$esalahan M$en$uj$u K$epada Tiada 

P$ertangg$ung jawab Pidana Tanpa K$esalahan, C$etakan k$ed$ua, Jakarta, K$encana, 2006, 

hlm-68 
19 M. G. Ikhsan, E. Danial. 2020. Rol$e of St$ud$ent Brawl and D$eliq$u$ency Task Forc$e in Managing 

Probl$ems of J$uv$enil$e D$eliq$u$ency in S$ukab$umi District, 2nd Ann$ual Civic Ed$ucation Conf$er$enc$es 

(ACEC 2019),Vol. 418. hlm. 165 
20 M$ery, Div$ersi S$ebagai B$ent$uk P$erlind$ungan Hak-Hak A$nak Yang B$erkonflik d$engan H$uk$um 

Dalam Sist$em P$eradilan Pidana A$nak, T$esis, Univ$ersitas Padjadjaran, Band$ung, 2014. 
21 Dr. Wagiati So$et$edjo, M$elani,. H$uk$um Pidana A$nak (Band$ung : PT R$efika Aditama,2013) hlm.19 
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$ $ $ $ $ 

M$en $ur$ut So$erjono So$ekanto, b$erik$ut adalah kompon$en yang m$emp$engar$uhi t$eori 

$ef$ektifitas h $uk$um yait$u: 

a. Faktor h$uk$um, 

Faktor h $uk$um t$ermas$uk k$edalam k$eadilan, k$epastian, dan k$e$unt$ungan. Dalam 

p$erakt$ek, tidak jarang t$erjadi p$ert$entangan antara k$epastian h$uk$um dan k$eadilan. 

K$epastian h $uk$um m$emiliki b $ent$uk konkrit dan nyata, s$edangkan k$eadilan abstrak, 

s$ehingga k$etika s$eorang hakim m$em$ut$uskan s$uat$u p$erkara s$ecara Jika hanya 

m$en$erapkan $undang-$undang, nilai k$eadilan m$ungkin tidak t$ercapai. 

b. Faktor B$udaya 

Orang b$egit$u s$ering b$erbicara t$entang k$eb$udayaan b$erdasarkan apa yang m$er$eka 

pikirkan t$entangnya s$etiap hari. M$en$ur$ut So$erjono So$ekanto, k$eb$udayaan 

m$emiliki f$ungsi yang sangat b$esar bagi man$usia dan masyarakat, yait$u m$engat$ur 

agar man$usia dapat m$eng$erti bagaimana s$ehar$usnya b$ertindak, b$erb$uat, dan 

m$en$ent$ukan sikapnya saat b $erint$eraksi d$engan orang lain.Ol$eh kar$ena it$u, 

k$eb$udayaan b$erf$ungsi s$ebagai standar dasar $etika yang m$engat$ur tindakan dan 

larangan. 

c. Faktor Masyarakat 

P$en$egak h$uk$um b$erasal dari masyarakat dan b$er$usaha m$enciptakan k$edamaian. 

S$ebagian b$esar orang di masyarakat ata$u k$elompok m$emiliki k$esadaran h$uk$um; 

tingkat k $epat$uhan h $uk$um t$erhadap h$uk$um dit$ent$ukan ol$eh tingkat k$epat$uhan, 

yait$u tinggi, s$edang, ata$u r$endah. Tingkat k$epat$uhan h$uk$um masyarakat 

t$erhadap h$uk$um b$erf$ungsi s$ebagai salah sat$u indikator b$erf$ungsinya h$uk$um yang 

b$ersangk$utan. P$en$egakan h$uk$um tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, kar$ena 

para p$en$egak h$uk $um hid$up, t$umb$uh, dan b$ek$erja dalam kont$eks sosial d$engan 

t$uj$uan $utama m$en$egakkan k$et$ertiban dan k$edamaian. 

d. Faktor Sarana ata$u Fasilitas P$end$uk$ung 
P$erangkat l$unak dan p$erangkat k$eras t$ermas$uk dalam faktor sarana ata$u fasilitas 

p$end$uk$ung. P$endidikan adalah salah sat$u contoh p$erangkat l$unak. P$endidikan yang 

dit$erima A$uditor saat ini c $end$er$ung b $erfok$us pada hal-hal praktis konv$ensional, 

s$ehingga A$uditor s$ering m$enghadapi k$es$ulitan dalam m$encapai t$uj$uan m$er$eka. 

Ol$eh kar$ena it$u, dip$erl$ukan mod$ernisasi dalam sist$em p$endidikan dan p$elatihan 

h$uk$um yang l$ebih m$en$ekankan k$et$erampilan praktis, integritas profesional, dan 

penggunaan teknologi. 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 So$erjono So$ekanto, Faktor-Faktor yang M$emp$engar$uhi P$en$egakan H$uk$um, Jakarta: 

RajaGrafindo P$ersada, 2014, hlm. 8–9. 



 

E. Sist$ematika P$en$ulisan 

 

Sist$ematika p$en$ulisan dalam skripsi ini t$erdiri dari: 

I. PENDAHULUAN 

P$endah$ul$un m$er$upakan bab p$ertama dari karya t$ulis ilmiah yang m$em$uat jawaban 

atas p$ertanyaan apa dan m$engapa p$en$elitian ini dilak$ukan. Dalam bab ini akan 

di$uraikan latar b$elakang masalah, r$um$usan masalah, r$uang lingk$up p$en$elitian, t$uj$uan 

dan manfaat p$en$elitian, k$erangka t$eori dan kons$ept$ual, s$erta sist$ematika p$en$ulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini m$em$uat b$erbagai t$eori, kons$ep, dan hasil p$en$elitian t$erdah$ul$u yang r$el$evan 

d$engan kajian, yait$u m$eng$enai t$eori p$ertangg$ungjawaban pidana, p$eng$ertian tindak 

pidana, p$eng$ertian anak m$en$ur$ut h$uk$um, $uns$ur-$uns$ur tindak pidana m$embawa 

s$enjata tajam, s$erta k$et$ent$uan h$uk$um yang m$engat$ur t$entang anak yang b$erkonflik 

d$engan h $uk$um. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini m$enj$elaskan m$etod$e yang dig$unakan dalam p$en$elitian, yang m $encak$up 

p$end$ekatan masalah, j$enis dan s$umb$er data, t$eknik p$eng$ump$ulan data, s$erta 

t$eknik p$engolahan dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini m$enyajikan hasil p$en$elitian dan analisis yang dip $erol$eh dari data yang 

dik$ump$ulkan, m$encak$up $uraian m$eng$enai p$ertangg$ungjawaban pidana t$erhadap anak 

yang m $elak$ukan tindak pidana m$embawa s$enjata tajam, s$erta faktor-faktor yang 

m$em$engar$uhi p$en$egakan h$uk$um t$erhadap anak dalam kas$us t$ers$eb$ut. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini b$erisi k$esimp$ulan yang dip$erol$eh dari hasil analisis s$erta saran-saran yang 

dit$uj$ukan k$epada pihak-pihak t$erkait, s$ebagai $upaya p$erbaikan dalam p$enanganan 

anak yang b$erkonflik d$engan h$uk$um, kh$us$usnya dalam kas$us m$embawa s$enjata 

tajam 



 

h 23 

h 25 

$ $ $ $ 

 

 

 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
A. D$efinisi A$nak dan Sist$em P$eradilan Pidana A$nak 

 

1. D$efinisi A$nak 

D$efinisi A$nak, m$en$ur$ut Kam$us B$esar Indon$esia (KBBI), adalah g$en$erasi k$ed$ua ata$u 

k$et$ur$unan p$ertama man$usia. H$uk$um positif di Indon$esia, m$end$efinisikan anak 

s$ebagai orang yang b $el$um d$ewasa, anak di bawah $um$ur, yang masih b$erada di 

bawah p$engawasan orang t $ua ata$u wali dan tidak m$emiliki k$emamp$uan 

$uk$um $unt$uk m$elak$ukan s$uat$u tindakan. P$engat$uran yang b$erkaitan d$engan d$efinisi 

anak sangat p$enting kar$ena ini t$erkait d$engan kapan s$es$eorang dianggap d$ewasa, yang 

ol$eh h$uk$um b$erarti s$es$eorang t$elah m$emiliki k$emamp$uan $unt$uk m$elak$ukan 

tindakan h$uk$um. Dalam k$enyataannya, b$erbagai p$erat$uran p$er$undang-$undangan 

Indon$esia hingga saat ini b$el$um m$encapai k$es$epakatan m$eng$enai d$efinisi apa yang 

dimaks$ud d$engan "anak" ata$u m$embatasi d$efinisi apa yang dimaks$ud d$engan anak. 

Ini t$er$utama dapat dilihat dari batasan $usia yang diklasifikasikan sebagai anak atau di 

bawah umur.24 

 

Marsaid m$eng$utip d$efinisi anak M$en$ur$ut Kam$us Um$um Bahasa Indon$esia, "anak" 

b$erarti anak k$ecil. Marsaid j$uga m$eng$utip So$edjono Dirjisisworo m$engatakan anak 

di bawah $um$ur adalah m$er$eka yang b $el$um m$en$unj$ukkan tanda-tanda fisik yang  

m$en$unj$ukkan bahwa m$er$eka t$elah d$ewasa m$en$ur$ut 

$uk$um adat. Dalam hal ini, d $efinisi anak m $en$ur$ut Undang-Undang Nomor 13 Tah$un 

2003 T$entang K$et$enagak$erjaan adalah s$etiap orang yang b$el$um b$er$usia 18 (d$elapan 

b$elas) tah$un. 

 

23 Lilik M$ulyadi, P$engadilan anak di Indon$esia, t$eori, praktik dan p$ermasalahannya, (Band$ung: 

CV.Mandar Maj$u, 2010), hal.3 
24 Marhayani, C., Rindiani, A., Thamrin, H., & Iman$uddin, M. (2024). Analisa Y$uridis T$entang 

D$efinisi A$nak Dalam H$uk$um Positif Di Indon$esia. J$urnal L$egalitas (JLE), 2(2). 
25 Marsaid, P$erlind$ungan H$uk$um A$nak Pidana Dalam P$ersp$ektif H$uk$um Islam (Maqasid Asy- 

Syari’ah), (Pal$embang: No$erFikri, 2015) hlm. 56-58. 
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$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

S$elain it$u, d$efinisi anak m$en$ur$ut UU Nomor 17/2016 T$entang P$er$ubahan K$ed$ua 

Atas UU Nomor 23/2002 T$entang P$erlind$ungan A$nak adalah s$etiap orang yang b$el$um 

b$er$usia 18 (d$elapan b$elas) tah $un, t$ermas$uk anak dalam kand$ungan. S$edangkan 

Konv$ensi Hak-Hak A$nak tah$un 1989 m$end$efinisikan anak s$ebagai b$erik$ut: "A$nak 

dalam konv$ensi ini adalah s$etiap orang yang b $er$usia di bawah 18 (d$elapan b$elas) 

tah$un, k$ec$uali b$erdasarkan $undang-$undang yang b$erlak$u bagi anak yang 

m$en$etapkan bahwa $usia d$ewasa dicapai l$ebih awal." 

2. Sist$em P$eradilan Pidana A$nak 

M$en $ur$ut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tah$un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan 

Pidana A$nak, sist$em ini b $ert$uj$uan $unt$uk m$enjamin k$es$ul$ur$uhan pros$es 

p$eny$el$esaian p$erkara anak yang b $erhadapan d$engan h$uk$um, m$ulai dari tahap 

p$eny$elidikan hingga tahap p$embimbingan s$et$elah m$enjalani pidana. S$ebagaimana 

dij$elaskan ol$eh S$etyo Wahy$udi, sist$em p$eradilan pidana anak adalah sist$em 

p$en$egakan h$uk$um p$eradilan pidana anak, yang t$erdiri dari s$ubsist$em p$enyidikan 

anak, p$en$unt$utan anak, p$em$eriksaan hakim anak, dan s$ubsist$em p$elaksanaan sanksi 

h$uk$um pidana anak, yang b$erbasis pada h$uk$um pidana mat$eriil dan formal anak s$erta 

h$uk$um p$elaksanaan sanksi h$uk$um pidana anak. Dalam hal ini, t$uj$uan sist$em 

p$en$egakan p$eradilan pidana anak ini adalah 

$unt$uk m$elind$ungi dan m$enjaga k$es$ejaht$eraan anak. 

 

M$en $ur$ut Satjipto Rahardjo, sist $em adalah k$ump$ulan bagian yang kompl$eks yang 

t$erdiri dari sat$u sama lain. P$emahaman ini hanya m$en$ekankan sifat k$et$erh$ub$ungan 

bagian-bagiannya, t$etapi m$engabaikan sifat tambahan m $er$eka, 

yaitu kerja sama aktif untuk mencapai tujuan utama gabungan.26 Setelah suatu 

sist$em dit$empatkan di p$usat p$enamatan s$ep$erti it$u, p$eng$ertian dasar yang 

t$ermas$uk di dalamnya adalah s$ebagai b$erik$ut: 

a) Sist$em b$erori$entasi pada t$uj$uan 

S$etiap sist$em, baik s$ecara langs$ung ma$up$un tidak langs$ung, m$emiliki t$uj$uan akhir 

yang ingin dicapai. T$uj$uan sist$em h$uk$um adalah m$ew$uj$udkan k$eadilan, 

k$et$ertiban, dan k$epastian h$uk$um dalam k$ehid$upan masyarakat. 
 

 

 

 

26 Satjipto Rahardjo. Ilm$u H$uk$um. Band$ung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48-49. 

$ $ 



17 
 

m 27 

s 28 

b) K$es$el$ur$uhan l$ebih dari j$umlah bagian-bagiannya 

k$esat$uan sist$em m$enghasilkan s $es$uat$u yang l$ebih b$esar dari s$ekadar bagian 

individ$ualnya, sist$em tidak dapat dipahami hanya d$engan m$enj$umlahkan bagian- 

bagian p$eny$us$unnya. H$uk$um tidak hanya t$erdiri dari $undang-$undang, 

y$urispr$ud$ensi, ata$u doktrin s$emata; l$ebih dari it$u, bagaimana $el$em$en-$el$em$en ini 

b$ek$erja sama $unt$uk m$emb$uat h$uk$um b$erf$ungsi d$engan baik. Kons$ep ini 

$en$ekankan b $etapa p$entingnya m$elihat h$uk$um s$ecara k$es$el$ur$uhan. 

c) S$uat$u sist$em b$erint$eraksi d$engan sist$em lingk$ungannya yang l$ebih b$esar Sist$em 

tidak t$ert$ut$up, s$elal$u b$erint$eraksi d$engan lingk$ungan l$uar, yang dapat 

m$emp$engar$uhi dan m$emp$engar$uhi sist$em t$ers$eb$ut. Dalam sist$em h$uk$um, ini 

t$erlihat dari h$ub$ungannya d$engan sist$em sosial, politik, $ekonomi, dan b$udaya 

yang ada di masyarakat. Sist$em h$uk$um j$uga har$us s$elal$u b$er$ubah 

$es$uai d$engan p$er$ubahan lingk $ungan masyarakat. 

d) Transformasi dihasilkan dari k$erja bagian-bagiannya 

Sist$em tidak t$ert$ut$up, sist$em s$elal$u b$erint$eraksi d$engan lingk$ungan l$uar, yang 

dapat m$emp$engar$uhi dan m$emp$engar$uhi sist$em t$ers$eb$ut. Dalam sist$em h$uk$um, 

ini t$erlihat dari h$ub$ungannya d$engan sist$em sosial, politik, $ekonomi, dan b$udaya 

yang ada di masyarakat. Sist$em h$uk$um j$uga har$us s$elal$u b$er$ubah s$es$uai d$engan 

p$er$ubahan lingk$ungan masyarakat. 

e) Masing-masing bagian har$us cocok sat$u sama lain (k$et$erh$ub$ungan) 

Sist$em m$emiliki k$emamp$uan $unt$uk m$engalami p$er$ubahan ata$u transformasi. 

P$er$ubahan ini b $erasal dari pros$es k$erja sama antar bagian sist $em yang saling 

m$end$uk$ung, b$ukan dari $el$em$en t$unggal. Ada k$em$ungkinan transformasi h$uk$um 

dalam kont$eks h$uk$um t$erjadi kar$ena int$eraksi antara p$emb$ent$uk h$uk$um, 

p$en$egak h$uk$um, dan masyarakat s$ebagai s$ubj$ek h $uk$um. 

f) Ada k$ek$uatan yang m$engikat sist $em b$ersama-sama (m$ekanism$e kontrol). S$etiap 

bagian ata$u $el$em$en sist$em har$us saling b$erh$ub$ungan dan m$end$uk$ung s$ecara 

harmonis agar sist $em dapat b$erf$ungsi d $engan baik 

 

3. Asas-Asas H$uk$um P$eradilan A$nak 

B$erbicara t$entang masalah anak tidak bol$eh m$engabaikan hak dan k$ewajiban anak. 

A$nak-anak akan s$elal$u dibicarakan kar$ena m$er$eka adalah g$en$erasi yang akan 

datang yang akan m$emimpin bangsa. Dalam sit$uasi s$ep$erti ini, m$ens$ejaht$erahkan anak 

s$elal$u r$el$evan dan p$enting; kar$enanya, p$enting $unt$uk m$elind$ungi anak. T$uj$uan 

p$erlind$ungan anak adalah $unt$uk m$emastikan hak-hak anak dip$en$uhi s$ehingga 

m$er$eka dapat hid$up, t$umb$uh, b$erk$embang, dan b$erpartisipasi s$ecara optimal s$es$uai 

d$engan martabat dan harkat k $eman$usiaan, s$erta dilind$ungi dari k$ek$erasan dan 

diskriminasi, s$ehingga anak-anak Indon $esia m$enjadi orang yang baik, b$erakhlak 

 

 

 

27 Satjipto Rahardjo, Ilm$u H$uk$um, (Band$ung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 112 
28 Irianto, S$ulistyowati. “Sist$em H$uk$umdan Sist$em Sosial dalam P$end$ekatan Int$erdisiplin$er.” 

J$urnal H$uk$um I$us Q$uia I$ust$um, Vol. 20 No. 2, 2013, hlm. 199 
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m$ulia, dan s$ejaht$era. Unt$uk m$encapai t$uj$uan p$erlind$ungan anak ini, m$en$ur$ut Shanty 

P$erlind$ungan; 

a) K$eadilan 

K$eadilan b$erarti bahwa s$etiap anak yang m$enghadapi h$uk$um har$us dip$erlak$ukan 

s$ecara adil dan man$usiawi t$erl$epas dari $usia, tingkat k$ed$ewasaan, dan latar 

b$elakang sosialnya. K$eadilan tidak hanya b $erarti p$erlak$uan yang sama s$ecara 

h$uk$um, t$etapi j$uga proporsional dan s$es$uai d$engan k$eb$ut$uhan dan k$ep$entingan 

anak. T$uj$uannya adalah m$enc$egah pros$es h$uk$um m$enjadi k$ek$erasan str$ukt$ural 

t$erhadap anak. 

b) Non diskriminasi 

Kons$ek$u$ensi dari prinsip ini adalah bahwa anak tidak bol$eh dilayani d$engan cara 

yang b$erb$eda b$erdasarkan latar b$elakang s$ep$erti ras, agama, j$enis k$elamin, stat$us 

sosial, ata$u latar b$elakang lainnya. S$etiap anak yang m$enghadapi h$uk$um m$emiliki 

hak yang sama $unt$uk m$endapatkan k$eadilan tanpa t$erp$engar$uh ol$eh faktor non-

h$uk$um. Basis ini b$erasal dari prinsip hak asasi man $usia yang digariskan dalam 

Konv$ensi Hak A$nak. 

c) K$ep$entingan t$erbaik bagi anak 

K$ep$ut$usan h $uk$um, tindakan p$en$egak h $uk$um, dan pros$es p$eradilan har$us 

m$emprioritaskan k$ep$entingan anak. Basis ini tidak hanya m $emb$erikan 

p$erlind$ungan fisik dan psikologis k$epada anak, t$etapi j$uga m$enjamin hak m$er$eka 

atas p$endidikan, k$ehid$upan k$el$uarga, dan p$ert$umb$uhan optimal. Misalnya, 

p$en$empatan anak di l$embaga p$emasyarakatan har$us b$enar-b$enar m$enjadi pilihan 

d) P$enghargaan t$erhadap anak 

A$nak-anak har$us dihargai s$ebagai s$ubj$ek h$uk$um d$engan hak dan p$endapat 

m$er$eka s$endiri. Kar$ena anak masih dalam masa p$ert$umb$uhan, m$er$eka m$emiliki 

pot $ensi dan martabat yang har$us dihormati dalam s$etiap pros$es h$uk$um. Kons$ep 

ini m$en$unt$ut sikap yang m$enghargai k$epribadian anak dan m$emp$ertimbangkan 

partisipasi aktif anak dalam pros $es h$uk$um. 

e) K$elangs$ungan hid$up dan p$ert$umb$uhan anak 

N$egara b$ertangg$ung jawab $unt$uk m$emastikan bahwa anak-anak t$etap m$emiliki 

p$el$uang hid$up yang layak dan t$umb$uh s$ecara fisik, m$ental, dan sosial. 

P$eradilan pidana har$us m$embant$u dan m$enjaga s$em$ua asp$ek k$ehid$upan anak, 

b$ukan m$enghalangi p$ert$umb$uhan m$er$eka. Dalam hal ini, p$erlind$ungan t$erhadap 

anak tidak hanya b $ersifat s$em$entara, t$etapi j$uga b$erdampak pada masa d$epan anak. 

f) P$embinaan dan bimbingan anak 

Sist$em P$embinaan b$ukan s$ekadar m$engh$uk$um, sist$em p$eradilan pidana anak 

b$ert$uj$uan $unt$uk m$embina anak-anak. M$er$eka har$us diajarkan agar tidak 

m$elak$ukan hal-hal yang m$er$ugikan lagi dan diajarkan $unt$uk b$erp$erilak$u l$ebih 

baik saat k$embali k$e lingk$ungan sosialnya. Dalam UU SPPA, prinsip-prinsip ini 

b$erf$ungsi s$ebagai dasar p$enting $unt$uk p$en$erapan program div$ersifikasi dan 

r$ehabilitasi sosial. 

g) Proporsional 

Usia anak, tingkat ringannya tindak pidana, dan $ef$ek psikologis yang m$ungkin 

t$erjadi har$us m$emastikan bahwa pros$es p$eradilan dan sanksi pidana yang 

dit$erapkan t$erhadap anak har$us proporsional. 

Asas ini m$en$entang p$engh$uk$uman b$erl$ebihan t$erhadap anak dan m$en$ekankan 

k$es$eimbangan antara k$esalahan anak dan r$espons h$uk$um yang dit$erapkan. 
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T$uj$uannya adalah agar sist$em h$uk$um tidak m$emp$erb$ur$uk k$eadaan sosial dan 

psikologis anak. 

h) P$erampasan k$em$erd$ekaan dan p$emidanaan 

A$nak hanya dapat ditahan ata$u dipidana jika s$em$ua opsi lain tidak b$erhasil. 

P$emidanaan tidak har$us dig$unakan s$ebagai p$embalasan (r$etrib$utif). 

S$ebaliknya, it$u har$us dig$unakan $unt$uk m$elind$ungi masyarakat dan m$endidik 

anak. Asas-asas ini m$enjadi dasar $unt$uk p$en$erapan div$ersi dan r$ehabilitasi. 

 

D$ellyana, p$erl$u di$usahakan s$uat$u kondisi di mana s$etiap anak dapat m$elaksanakan 

hak dan k$ewajibannya. Hal ini har$us dilak$ukan s$ebanyak m$ungkin dalam  berbagai  

aspek  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.29Menurut 

Undang-Undang No. 11 Tah$un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan Pidana A$nak, asas- asas 

p$eradilan pidana anak adalah p$erlind$ungan t$erhadap anak dalam sist$em h$uk$um 

pidana har$us didasarkan pada $upaya m$enciptakan kondisi yang m$em$ungkinkan s$etiap 

anak dapat m$elaksanakan hak dan k$ewajibannya s$ecara s$eimbang dalam b$erbagai 

asp$ek k$ehid$upan b$ern$egara dan b$ermasyarakat. P$erlind$ungan t$ers$eb$ut har$us 

di$usahakan s$ecara maksimal kar$ena anak m$er$upakan g$en$erasi p $en $er$us yang 

m$em$erl$ukan jaminan t$umb$uh k$embang yang optimal agar dapat m$enjadi bagian dari 

masyarakat s$ecara s$ehat, baik s$ecara fisik ma$up$un m$ental S$ejalan d$engan pandangan 

t$ers$eb$ut, Undang-Undang Nomor 11 Tah$un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan Pidana 

A$nak m$en$etapkan s$ej$umlah asas yang m$enjadi prinsip dasar dalam 

p $eny$el$enggaraan p$eradilan pidana bagi anak . 

 

Asas p$erlind$ungan m$en$egaskan bahwa s$el$ur$uh tindakan dalam pros$es h$uk$um har$us 

m$eng$utamakan k$es$elamatan, martabat, s$erta p$erk$embangan anak, baik s$ecara fisik, 

m$ental, ma$up$un sosial. S$elanj$utnya, asas k$eadilan r$estoratif m$enitikb$eratkan pada 

p$eny$el$esaian p$erkara d$engan m$em$ulihkan k$eadaan s$erta m$enghindarkan anak dari 

sist$em p$eradilan formal, s$em$entara asas k$ep$entingan t$erbaik bagi anak m$enghar$uskan 

s$etiap k$ep$ut$usan aparat h$uk$um m$emp$ertimbangkan dampaknya t$erhadap t$umb$uh 

k$embang anak. S$elain it$u, asas non-diskriminasi m$enjamin bahwa s$etiap anak 

dip$erlak$ukan s$ecara s$etara tanpa m$emandang latar b$elakangnya.Pros$es p$eradilan, 

anak j$uga b$erhak did$engar p$endapatnya s$ebagaimana t$erc$ermin dalam asas 

p$enghargaan t$erhadap p$endapat anak. Asas proporsionalitas m $en$unt$ut bahwa s$etiap 

tindakan h$uk$um yang dik$enakan k$epada anak har$us dis$es$uaikan d$engan $usia, 

 

29 Shanty D$ellyana. Wanita dan A$nak Dimata H$uk$um. Yogyakarta: Lib$erty. 2004. hlm. 18-19. 
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tingkat k$esalahan, s$erta kondisi sosial anak, s$edangkan asas p$enghindaran p$embalasan 

m$en$egaskan bahwa p$emidanaan anak tidak bol$eh didorong ol$eh rasa balas d$endam. 

Undang-Undang SPPA j $uga m$en$ekankan asas p$enghindaran stigmatisasi, yait$u 

larangan m$emb$erikan lab$el n$egatif k$epada anak kar$ena dapat m$enggangg$u masa 

d$epannya. L$ebih lanj$ut, asas p$embinaan, p$endidikan, dan p$embimbingan 

m$enghar$uskan s$etiap sanksi pidana yang dijat $uhkan k$epada anak diarahkan $unt$uk 

m$endidik, m$embina, dan b$ukan m$engh $uk$um. T$erakhir, asas div$ersi m$en$egaskan 

p$erl$unya p$engalihan p$eny$el$esaian p$erkara dari pros$es p$eradilan formal k$e pros$es 

informal m$elal$ui m$usyawarah $unt$uk m$encapai p$eny$el$esaian yang l$ebih man$usiawi 

dan b$ermanfaat bagi s$em$ua pihak. S $el$ur$uh asas t$ers$eb$ut m$en$unj$ukkan bahwa UU 

SPPA m$engan$ut p$end$ekatan yang h$umanis, b$erori$entasi pada k$ep$entingan t$erbaik 

anak, dan s$ejalan d$engan pandangan D$ellyana bahwa p$erlind$ungan anak m$er$upakan 

dasar moral dan y$uridis dalam p$eny$el$enggaraan sist$em p$eradilan pidana anak di 

Indon$esia. 

4. Sanksi Pidana Bagi A$nak 

M$etod$e k$eadilan r$estoratif dig$unakan dalam sist$em p$emidanaan anak yang diat$ur ol$eh 

UU SPPA. T$uj$uan $utamanya adalah $unt$uk m$enc$egah dampak n$egatif dari 

p$em$enjaraan anak dalam jangka panjang dan m$em$ulihkan h$ub$ungan antara p$elak$u, 

korban, dan masyarakat. Dalam praktiknya, pidana dapat b$er$upa p$embinaan di l$uar 

l$embaga, p$elatihan k$erja, p$elayanan masyarakat, ata$u p$embinaan dalam l$embaga 

kh $us$us anak (LPKA), s$ebagaimana diat$ur dalam Pasal 71 UU SPPA.30 Siti Musdah 

Mulia mendukung pendekatan ini, mengatakan 

bahwa k$eadilan r$estoratif m$en$ekankan p$em$ulihan k$er$ugian dan tangg$ung jawab 

sosial anak atas tindakannya daripada pembalasan.31 

 

Barda Nawawi Ari$ef b$erp$endapat bahwa sist$em p$emidanaan anak har$us b$ersifat 

m$endidik dan m$embina daripada hanya m$enjat$uhkan h$uk$uman. M$en$ur$utnya, anak- 

anak b$el$um m$encapai k$ematangan moral dan int$el$ekt$ual yang sama d$engan orang 

d$ewasa, p$ertangg$ungjawaban pidana t$erhadap m$er$eka har$us diarahkan pada $upaya 

 

30 Lilik M$ulyadi, Sist$em P$eradilan Pidana A$nak di Indon$esia, Band$ung: Mandar Maj$u, 2014, 

hlm. 120. 
31 Siti M$usdah M$ulia, R$estorativ$e J$ustic$e dalam H$uk$um A$nak, Yogyakarta: G$enta P$ublishing, 

2018, hlm. 56. 
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p$embinaan. Ol$eh kar$ena it$u, dalam m$enangani anak-anak yang t$erlibat dalam tindak 

pidana p$embawaan s$enjata tajam, aparat p$en$egak h$uk$um har$us m$emprioritaskan 

prinsip p$erlind$ungan anak dan p $end$ekatan yang h$umanis, s $es$uai d$engan prinsip- 

prinsip UU SPPA dan hukum internasional.32 

 

B. Tinja$uan T$erhadap P$ertangg$ungjawaban Pidana A$nak 

 

1. D$efinisi P$ertangg$ungjawaban Pidana 

P$ertangg$ungjawaban pidana b $erarti bahwa s$es$eorang b$ertangg$ung jawab atas 

tindak pidana yang dilak$ukannya. Kar$ena ada tindak pidana yang dilak$ukan ol$eh 

s$es$eorang, Pada dasarnya, p$ertangg$ungjawaban pidana adalah sarana yang dig$unakan 

ol$eh h $uk$um pidana $unt$uk m$enangani p$elanggaran atas k$es$epakatan 

$enolak s$uat$u p$erb$uatan t$ert$ent$u. Po$und m$enganggap p$ertangg$ungjawaban pidana 

s$ebagai k$ewajiban $unt$uk m$embayar orang yang dir$ugikan. Dia j$uga m$engatakan 

bahwa p$ertangg$ungjawaban ini b$erkaitan d$engan nilai-nilai moral dan kesusilaan 

masyarakat selain dengan hukum.34 

 

Kons$ep p$ertangg$ungjawaban pidana m$elibatkan nilai-nilai moral dan prinsip- 

prinsip $um$um yang dip$egang ol$eh masyarakat ata$u k$elompok masyarakat t$ert$ent$u, 

s$erta h$uk$um s$ecara k$es$el$ur$uhan. T$uj$uan dari p$ertangg$ungjawaban pidana ini adalah 

$unt$uk m$em$en $uhi k$eadilan agar orang yang b $ertangg$ung jawab atas p$elanggaran 

t$ers$eb$ut dapat dih$uk$um.P$ertangg$ungjawab adalah kondisi m$ental yang 

m$em$ungkinkan s$es$eorang $unt$uk m$enyadari dan m$enangg$ung akibat dari tindakan 

yang m $er$eka lak$ukan. 

 

Kompon$en k$esalahan yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana adalah 

k$emamp$uan dalam b$ertangg$ung jawab ini. Asp$ek pidana m$en$ent$ukan kondisi 

batin yang normal ata$u s$ehat. P$emb$uat dapat dip$ertangg$ungjawabkan dalam 

h$uk$um pidana k$etika m$elak$ukan tindak pidana kar$ena k$emamp$uan akalnya 

$unt$uk m$emb$edakan p$erb$uatan yang bol$eh dilak$ukan dan yang tidak bol$eh 

dilak$ukan. 

 

32 Barda Nawawi Ari$ef, B$unga Rampai K$ebijakan H$uk$um Pidana, Jakarta: Pr$enada M$edia Gro$up, 

2017, hlm. 88. 
33 Chair$ul H$uda, 2006, Dari Tinda Pidana Tanpa K$esalahan M$en$uj$u K$epada Tiada 

P$ertangg$ungjawaban Pidana Tanpa K$esalahan, K$encana, C$et.K$ed$ua, Jakarta, hlm.70. 
34 Rosco$e Po$und. 2000. Introd$uction to th$e Phlisophy of Law" dalam Romli Atmasasmita, 

P$erbandingan H$uk$um Pidana. Mandar Maj$u, Band$ung, hlm. 65. 
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P$emb$uat dapat dip$ertangg$ungjawabkan kar$ena akalnya yang s$ehat dapat 

m$embimbing k$eh$endaknya $unt$uk m$eny$es$uaikan d$engan yang dit$ent$ukan ol$eh 

h$uk$um. K$emamp$uan b$ertangg$ung jawab did$efinisikan ol$eh para ahli s$ebagai 

b$erik$ut. k$emamp$uan $unt$uk m$emahami nilai dan risiko tindakan yang dilak $ukan, 

k$emamp$uan $unt$uk m$eng$endalikan k$ema$uannya, k$emamp$uan $unt$uk m$enyadari 

ata$u t$erdakwa b$ertangg$ung jawab atas tindak pidana yang t$elah t$erjadi. D$engan kata 

lain, p$ertangg$ungjawaban pidana m$en$ent$ukan apakah s$eorang t$ersangka ata$u 

$erdakwa dib$ebaskan ata$u dipidana. 

 

2. Uns$ur-Uns$ur P$ertangg$ungjawaban Pidana 

R$em$elink m$enj$elaskan k$esalahan s$ebagai p$enc$elaan yang dit$uj$ukan ol$eh masyarakat 

yang m$emiliki at$uran yang m$engatakan bahwa p$erilak$u t$ers$eb$ut m$enyimpang dan 

dapat dihindari. M$en$ur$ut R$em$elink k$esalahan t$erjadi k$etika s$es$eorang d$engan 

s$engaja ata$u kar$ena k$elalaian m$elak$ukan s$es$uat$u yang m$eny$ebabkan k$eadaan ata$u 

akibat t$ert$ent$u.yang tidak diizinkan ol$eh h$uk$um pidana dan dilak$ukan ol$eh orang 

yang m$emiliki kapasitas $unt$uk b$ertangg$ung jawab. M$en$ur$ut Mo$eljatno dalam 

h$uk$um pidana, tingkat k$esalahan dan k$elalaian s$es$eorang dapat dinilai b$erdasarkan 

apakah p$elak$u tindak pidana it $u mamp$u 

$ertangg$ung jawab  , yait$u jika tindakan t$ers$eb$ut m$em$en$uhi $empat $uns$ur: 

a) M$elak$ukan p$erb$uatan pidana (sifat m$elawan h$uk$um) 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dar$urat No. 12 Tah$un 1951 m$engat$ur p$erb$uatan 

m$embawa s$enjata tajam tanpa hak, yang m$enyatakan bahwa "barang siapa tanpa 

hak m $emas$ukkan k $e Indon$esia, m$emb$uat, m$en$erima, m$encoba m$emp$erol$eh, 

m$eny$erahkan, m$encoba m$eny$erahkan ata$u m$enyimpan s$enjata api, am$unisi ata$u 

s$es$uat$u bahan p$el$edak dih$uk$um d$engan pidana p$enjara." M$eskip$un $undang-

$undang t$ers$eb$ut tidak s$ecara $eksplisit m$eny$eb$utkan $usia 

$elak$u, p $erb$uatan m$embawa s$enjata 

b) Usia t$ert$ent$u mamp$u b$ertangg$ung jawab 

M$en $ur$ut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, anak-anak yang dapat dimintai 

p$ertangg$ungjawaban pidana adalah m $er$eka yang b$er$usia 12 (d $ua b$elas) tah$un 

t$etapi b$el$um m$encapai 18 (d$elapan b$elas) tah$un. A$nak-anak di bawah 12 tah$un 
 

 

 

 

35 Ro$eslan Sal$eh, Pikiran-Pikiran T$entang P$ertangg$ung Jawaban Pidana, C$etakan P$ertama, Jakarta, 

Ghalia Indon$esia, 1986, hlm-33 
36 Wahy$uni, F., Irawan, A., & Rahmah, S. (2021). P$ertangg$ungjawaban Pidana Bagi P$elak$u 

P$enganiayaan T$erhadap Tokoh Agama Di Indon$esia. JCH (J$urnal C$end$ekia H$uk$um), 7. 
37 R. So$esilo, Kitab Undang-Undang H$uk$um Pidana (KUHP) l, Polit$eia, Jakarta, 1996, hlm. 107. 
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tidak dapat dipros$es s$ecara pidana k$ec$uali m$er$eka dit$empatkan dalam program 

p$embinaan sosial ata$u p$embimbingan di l$uar pros$es p$eradilan pidana.38 

c) M$emp$unyai j$enis k$esalahan yang b $er$upa k$es$engajaan (dol$us) ata$u k$elalaian 

Sangat p$enting $unt$uk m$emb$uktikan bahwa anak m$eng$etah$ui bahwa p$erb$uatannya 

salah ata$u dilarang jika m$er$eka m$embawa s$enjata tajam. Uns$ur k$esalahan 

(sch$uld) t$erp$en$uhi jika anak s$ecara sadar m$embawa s$enjata tajam tanpa 

alasan yang sah.39 

d) Tidak ada alasan $unt$uk m$emaafkan. 

A$nak-anak yang m$embawa s$enjata tajam dapat dib$ebaskan dari 

p$ertangg$ungjawaban pidana jika ada alasan p $emb$enar ata$u p$emaaf, s$ep$erti 

k$eadaan dar$urat ata$u p$emb$ela diri (noodw$e$er). Nam$un, jika tidak ada alasan, anak-

anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.40 

 

C. Tindak Pidana M$embawa S$enjata Tajam Tanpa Hak 

 

1. P$engat$uran Tindak Pidana M$embawa S$enjata Tajam Tanpa Hak 

K$ejahatan yang t $erjadi di masyarakat m $er$upakan p$elanggaran t $erhadap h$uk$um pidana. 

K$ejahatan dan p $elanggaran yang t $ercant$um dalam Kitab Undang-Undang H$uk $um 

Pidana dapat dianggap s$ebagai h$uk $um pidana obj $ektif yait $u tindak pidana yang 

dikat$egorikan m $en$ur$ut k $et$ent $uan-k$et$ent$uan h$uk$um it $u s$endiri ata $u h$uk $um pidana 

s$ubj$ektif dalam k $et$ent$uan-k$et$ent$uan yang t$erkand$ung dalam h $uk$um 

$eng$enai hak p $eng$uasa $unt $uk m$en$erapkan h$uk$um. 

 

Tindak k$ejahatan dapat dilak$ukan ol$eh siapa saja, d$engan tingkat p$endidikan yang 

b$erb$eda. Ada k$em$ungkinan tindak k$ejahatan dilak$ukan s$ecara sadar, yang b$erarti 

m$er$eka dipikirkan, dir$encanakan, dan diarahkan s$ecara sadar $unt$uk t$uj$uan t$ert$ent$u. 

K$ejahatan tidak dapat dilihat ata $u diraba k$ec$uali akibatnya, kar$ena it$u 

$er$upakan  kons$ep  abstrak.   Salah  sat$u  masalah  sosial  adalah  p$erb$uatan 

m$elanggar h$uk$um, yang dapat m$enggangg$u k$ehormatan, k$eharmonisan, dan 

k$et$ertiban h$uk$um masyarakat. Faktanya, p$elanggaran, s$ebagai b$ent$uk k$ejahatan, 

m$emiliki pot $ensi $unt$uk m$er$usak prinsip-prinsip l$uh$ur, moralitas, $etika, dan h$uk$um. 

S$ecara mat$erial, tindakan kriminal s$eringkali m$eny$ebabkan k$er$ugian bagi masyarakat 

dan individ$u. 

 

38 Muladi, P$ertangg$ungjawaban Pidana A$nak dalam Sist$em P$eradilan Pidana A$nak, Badan Penerbit 
$ $  $ 

UNDIP, S$emarang, 2013, hlm. 67. 
39 Moeljatno, Asas-Asas H$uk$um Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 79. 
40 Sudarto, H$uk$um dan H$uk$um Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 102. 
41 Agus Nur Arsad, 2022, Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum, 

Jo$urnal J$usticiab$ell$en, Vol$um$e 02, Nomor 01, Jan$uari. 
42 Saleh Muliadi, 2012, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, Fiat Justitia J$urnal 

Ilm$u H$uk$um, Vol $um$e 6, No 1, Jan$uari-April. 
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Undang-Undang Dar$urat R$ep$ublik Indon $esia Nomor 12 Tah$un 1951 t$entang 

M$eng$ubah "Ordonnanti $e Tijd$elijk $e Bijzond $er$e Strafb$epaling$en" (STBL.1948 No.17) 

dan Undang-Undang R.I. Dah $ul$u NR 8 Tah $un 1948 m $en$etapkan h$uk$um yang 

m$engat $ur p$elak $u k$ejahatan tanpa hak m$embawa s$enjata tajam. S$enjata tajam yang 

s$ebagaimana dit $erangkan dilarang $unt $uk dibawa saat b $erp$eg$erian tanpa adanya izin 

dari pihak yang b $erwajib. Larangan yang dimaks $ud adalah p $erb$uatan m$elanggar 

h $uk$um yang dapat m$engakibatkan ancaman pidana. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Dar$urat R$ep$ublik Indon $esia Nomor 12 Tah $un 1951 m $en$etapkan bahwa "barang siapa 

tanpa hak m $emas$ukkan k $e Indon$esia, m$emb$uat, m$en$erima, m$encoba 

m$emp$erol$ehnya, m$ey$erahkan ata $u m$encoba m$eny$erahkan, m$eng$uasai, m$embawa, 

m $emp$uyai p$ers$ediaan padanya ata $u m$emp$unyai dalam miliknya, m$enyimpan, 

m$engangk$ut, m$eny$emb$unyikan, m$emp$erg$unakan ata$u m$eng$el$uarkan dari Indon$esia 

s $es$uat $u s$enjata api". 

2. Uns$ur-Uns$ur P$erb$uatan M$embawa S$enjata Tajam 

M$en$ur$ut Undang-Undang Dar$urat No. 12 Tah $un 1951, m$embawa s$enjata tajam tanpa 

izin adalah p $elanggaran yang m$elanggar h$uk$um positif Indon$esia. Agar s$uat $u tindakan 

yang m$elibatkan s$enjata tajam dapat dianggap s $ebagai tindak pidana, har$us 

m$em$en$uhi syarat-syarat t $ert$ent$u yang dit $ent$ukan dalam $undang-$undang pidana. 

a) Uns$ur S$ubj$ektif (P$elak$u ata$u P$enangg$ung Jawab) 

Uns$ur ini m$engac$u pada siapa yang m $elak$ukan p$erb$uatan pidana, yait $u siapa yang 

m$emiliki k$ek$uatan h$uk$um $unt $uk b$ertangg$ung jawab s$ecara pidana. P$elak $u yang 

m$embawa s$enjata tajam har$us dapat dimintai p$ertangg$ungjawaban pidana jika 

m $er$eka adalah anak ata $u t$elah m$encapai $usia minim$um t $ert$ent$u. Hanya dalam 

h $uk$um pidana s$es$eorang dapat dijat $uhi h$uk$uman jika ia m$emiliki k$esadaran  

h $uk$um  yang  c $uk $up  ata$u  mamp$u  b$ertangg$ung  jawab  atas 

$erb$uatannya.  B$erdasarkan UU No. 11 Tah$un 2012 t $entang Sist$em P$eradilan 

Pidana A$nak (UU SPPA), hanya anak b $er$usia minimal 12 tah $un yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana jika pelaku adalah anak.44 

b) Uns$ur Obj$ektif (P$erb$uatan yang Dilarang) 

M$embawa, m$emiliki, ata $u m$enyimpan s$enjata tajam tanpa hak ata $u izin yang 

sah adalah $el$em $en obj$ektif dalam kas$us ini. Pasal 2 ayat (1) UU Dar$urat No. 12 

Tah$un 1951 s$ecara t$egas m$elarang tindakan ini: “siapa p$un yang tanpa izin 

 

43 Muladi, P$ertangg$ungjawaban Pidana A$nak dalam Sist$em P$eradilan Pidana A$nak, Badan Penerbit 
$ $  $ 

UNDIP, 2013, hlm. 32. 
44 Moeljatno, Asas-Asas H$uk$um Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 69. 
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m$emas$uki Indon$esia, m$emb$uat, m$en$erima, m$encoba m$emp$erol$eh, 

m$eny$erahkan, ata$u m$encoba m$eny$erahkan s$enjata api, am$unisi, ata $u bahan 

$el$edak” Dalam praktik, s$enjata tajam s$ep$erti pisa$u, badik, dan c$el$urit 

dianggap s$ebagai alat yang dilarang jika dibawa di t $empat $um$um tanpa alasan 

yang sah, s$ep$erti b$ukan $unt $uk p $ek$erjaan ata $u k$egiatan yang diizinkan. 

c) Uns$ur K$esalahan (M$ens R$ea) 

Jika s$es$eorang m$embawa s$enjata tajam d$engan k$esadaran bahwa it $u dilarang, 

$uns$ur k$esalahan ata $u k$esalahan har$us t $erp$en$uhi dalam p $erb$uatan m$embawa 

s$enjata tajam. Dalam h $uk$um pidana, k$esalahan adalah dasar $unt$uk m$enjat$uhkan 

pidana. Tanpa kesalahan, tidak ada pidana. 46 Hakim dalam undang-undang 

m$enilai apakah p$elak $u b$ermaks$ud ata$u s$ekadar m$engik $uti k$ebiasaan lokal, yang 

dapat memengaruhi pemidanaan.47 

d) Tidak Ada Alasan P$emb$enar ata$u P$emaaf 

Jika p$elak$u m$embawa s$enjata tajam kar$ena alasan p$emb$enar ata$u p$emaaf, s$ep$erti 

m$emb $ela diri (noodw$e$er), p$erb$uatannya tidak dapat dih $uk$um. Ini m$enjadi 

kompon$en yang sangat p$enting $unt$uk p$emb$elaan h$uk$um di p$ersidangan. 

 

D. Asas K$ep$entingan T$erbaik Bagi A$nak 

 

Prinsip $utama dalam h$uk$um p$erlind$ungan anak adalah prinsip k$ep$entingan t$erbaik 

bagi anak, ata $u dalam istilah int $ernasional dik$enal s$ebagai "k $ep$entingan t$erbaik anak". 

Prinsip ini m $en$empatkan hak, k $eb$ut$uhan, dan k $es$ejaht$eraan anak s$ebagai 

p$ertimbangan $utama dalam s$etiap k $ep$ut$usan yang b$erkaitan d$engan anak. 

a) D$efinisi H$uk $um dan Landasan 

Prinsip $utama dalam p$erlind$ungan anak adalah prinsip k$ep$entingan t$erbaik bagi 

anak, yang m$en$empatkan k $eb $ut$uhan, hak, dan k $es$ejaht$eraan anak s$ebagai prioritas 

$utama dalam s$etiap tindakan h $uk$um, administratif, sosial, dan p$endidikan. Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 35 Tah$un 2014 t$entang P$erlind$ungan A$nak (p$er$ubahan 

atas UU No. 23 Tah $un 2002) dan Pasal 3 h$ur$uf b Undang-Undang Nomor 11 

Tah$un 2012 t$entang Sist $em P$eradilan Pidana A$nak (UU SPPA) mendukungnya.48 

b) T$uj$uan Utama Asas K$ep$entingan T$erbaik Bagi A$nak 

M$emastikan bahwa anak dilind $ungi s$ep$en$uhnya dalam s $em$ua h$ub$ungannya 

d$engannya, m$en$empatkan p$ertimbangan $utama dalam pros$es p$engambilan 

k$ep$ut$usan h$uk $um ata$u k$ebijakan p$ublik yang b$erdampak pada anak. m$enc$egah 

$elanggaran hak anak dalam hal h$uk$um, p$endidikan, dan k$es$ejaht$eraan sosial 

c) Impl$em$entasi dalam Sist $em P$eradilan 
 

 

45 Maftuh, B. (2021). Tindak pidana membawa senjata tajam dan urgensi pembuktian dalam putusan 

p$engadilan. J$urnal H$uk$um dan P$embang$unan Ekonomi, 9(2), 205–215. 
46 Sudarto, H$uk$um dan H$uk$um Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 57 
47Setya Wahyudi, Impl$em$entasi R$estorativ$e J$ustic$e dalam P e$  ny$el$esaian P$erkara A$nak di Indon$esia, 

G$enta P$ublishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 73. 
48 Sulistyowati Irianto. (2006). P$erlind$ungan Hak A$nak: P$ersp$ektif H $uk$um dan Sosial. Jakarta: 

Yayasan Obor Indon$esia. 
49 Muladi. (1995). Hak Asasi Man$usia, Politik, dan Sist$em P$eradilan Pidana. Semarang: Badan 

$ $ 

P$en$erbit Univ$ersitas Dipon$egoro. 
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Saat m$em$eriksa, m $en$unt$ut, dan m$engadili kas$us di mana anak adalah saksi, p$elak$u, 

ata $u korban, k$ep$entingan anak har$us dip$ertimbangkan ol $eh hakim, jaksa, dan 

p $en $egak h $uk$um, P$eny$el$esaian m$elal$ui p$end$ekatan k$eadilan r$estoratif (r$estorativ$e 

j$ustic$e) dan div$ersi har$us m$enjadi prioritas p $ertama dalam pros$es p$eradilan pidana 

anak S$ebagai langkah t $erakhir, p$enahanan dan p$emidanaan anak har$us dilak $ukan 

s$ec$epat m$ungkin. 

d) Kompon$en yang Dip$ertimbangkan 

K$eamanan fisik dan p $erlind$ungan anak, k $es$ehatan psikososial dan psikologis anak, 

aks$es yang layak $unt$uk P$endidikan, k $ep$uasan k $el$uarga dan partisipasi orang t $ua 

dan p$endapat dan s$uara anak (hak $unt$uk did$engar). P$enghormatan t$erhadap 

p$endapat, k$einginan, dan s$uara anak, yang j $uga dik$enal s$ebagai hak 

$unt $uk did$engar, m$er$upakan kompon$en yang sangat p$enting. A$nak-anak b$erhak 

$unt $uk m$enyatakan p$endapat m $er$eka t$entang apa yang m $er$eka rasakan dan fikirkan, 

dan p $endapat m $er$eka har$us dip$ertimbangkan s$ecara wajar s$es$uai d$engan $usia dan 

tingkat k$ematangannya. Pasal 12 Konv $ensi Hak A$nak (CRC) m$en$ekankan prinsip 

ini, dan sist$em p$eradilan pidana anak Indon$esia b$ergant$ung padanya. Dalam 

k$enyataannya, m$end$engarkan anak har$us dilak $ukan l$ebih dari s$ek$edar 

formalitas,hal t $ers$eb$ut har$us m$enjadi bagian dari pros $es p$engambilan k$ep$ut$usan 

yang m$eng$utamakan k $ep$entingan anak. 

e) P$ermasalahan Impl$em$entasi 

Minimal aparat p $en$egak h$uk$um m$emahami prinsip ini, k$et$erbatasan k$emamp$uan 

sist$em p$eradilan $unt $uk m$eny$ediakan layanan yang ramah anak, konflik antara 

k$enyataan sosial dan b$udaya dan standar h$uk$um. Dan stigmatisasi masih t$erjadi 

pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.50 Prinsip kepentingan terbaik 

bagi anak masih m $enghadapi banyak tantangan yang m $enghambat p$elaksanaannya 

di lapangan. Salah sat $u masalah yang paling p $enting adalah bahwa aparat p$en$egak 

h$uk$um tidak m $emahami prinsip p$erlind$ungan anak s$ecara m$eny$el $ur $uh t$er$utama 

dalam hal sist $em p$eradilan pidana anak. Tidak s $em$ua p$en$egak h$uk$um, t $ermas$uk 

k$epolisian, k$ejaksaan, l $embaga advokat, dan aparat $ur k$ehakiman s $ep$erti hakim, 

m$emahamiprinsip k $eadilan r$estoratif dan m$etod$e 

$uk $um yang b $erfok$us pada p$erlind$ungan dan p $eng$embangan anak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Marlina. (2009). P$eradilan Pidana A$nak di Indon$esia: P$eng$embangan Kons$ep Div$ersi dan 

R$estorativ$e J$ustic$e. Band$ung: R$efika Aditama. 
51 Lestari, Puji. Impl$em$entasi Sist$em P$eradilan Pidana A$nak di Indon$esia. Jurnal Hukum dan 

P$embang$unan, Vol. 49 No. 3, 2019, hlm. 501. 



52 Kurnia, Wahyu. “Tindak Pidana yang Dilakukan Anak: Kajian Yuridis terhadap UU SPPA dan 

KUHP.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 49, no. 1, 2019, hlm. 65. 
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III . METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. P$end$ekatan Masalah 

 

P$end$ekatan yang dig$unakan dalam s $eb$uah p$en$elitian ini yait $u p$end$ekatan y$uridis 

normatif dan p $end$ekatan y$uridis $empiris: 

1. P$end$ekatan Y$uridis Normatif: 

M$etod $e p$en$elitian h $uk$um yang b $erp$usat pada standar h $uk$um yang b$erlak$u. 

P$end$ekatan ini m$emp$ertimbangkan h $uk$um s$ebagai sist$em norma dalam kont $eks 

tindak pidana k$ep$emilikan s$enjata tajam tanpa hak yang dilak $ukan ol $eh anak. 

P$end$ekatan ini m$emp$ertimbangkan t $eori-t$eori h$uk$um, kons$ep-kons$ep y$uridis, 

p$erat$uran p$er$undang-$undangan, asas-asas h $uk$um, dan lit $erat$ur h $uk$um yang 

r$el$evan.St$udi ini m$eny$elidiki k $et$ent $uan normatif dalam h $uk$um positif Indon $esia 

t$entang p$ertangg$ungjawaban pidana anak, kh $us$usnya yang b $erkaitan d$engan Undang-

Undang Nomor 11 Tah $un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan Pidana A$nak, Undang-

Undang Dar$urat Nomor 12 Tah $un 1951 t$entang S$enjata Tajam, dan 

$et$ent$uan dalam Kitab Undang-Undang H$uk$um Pidana (KUHP) 

 

S$elain it$u, m$etod $e ini j$uga dig$unakan $unt$uk m$eny$elidiki p$elaksanaan h $uk $um dalam 

praktik d$engan m$enganalisis P$ut$usan P$engadilan Nomor 7/Pid.S$us-A$nak/2025/PN 

Tjk. T$uj$uannya adalah $unt$uk m$eng$etah $ui apakah k $ep$ut$usan hakim s $es$uai d$engan 

kaidah h$uk $um yang s$ehar$usnya. Dalam hal ini, p $en$eliti j$uga m$em$eriksa asas-asas 

h$uk$um pidana s$ep$erti l$egalitas, asas $ultim$um r$em$edi$um, dan asas p $erlind$ungan 

t$erhadap anak s$ebagai dasar p$ertimbangan h $uk $um dalam p$enjat$uhan sanksi pidana. 

M$etod $e ini diharapkan dapat m $emb$erikan gambaran yang l $engkap t$entang bagaimana 

y$uridis m$emp$ertangg$ungjawabkan hak anak . 
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2. P$end$ekatan Empiris: 

P$end$ekatan $empiris dalam p $en$elitian h $uk$um b$erarti m$elihat dan m$enganalisis 

bagaimana h $uk$um dit$erapkan di d $unia nyata. Dalam p $en$elitian ini, p $end$ekatan 

$empiris dig$unakan $unt $uk m$eng$ump$ulkan data t $entang pros$es p$en$egakan h$uk$um 

t$erhadap anak-anak yang m $elak$ukan tindak pidana k $ep$emilikan s$enjata tajam, 

kh$us$usnya di wilayah h $uk$um P$engadilan N$eg$eri Tanj$ung Karang. Data ini 

dik$ump$ulkan m $elal$ui p$engamatan langs$ung dan analisis bagaimana h $uk$um dit$erapkan 

di masyarakat. M$etod $e ini j$uga b $ert$uj$uan $unt $uk m $eng$etah $ui bagaimana p$en$egak 

h $uk $um m$emp$erlak$ukan anak s$ebagai p $elak $u dan latar b $elakang sosial, 

$ekonomi, dan psikologis m $er$eka. Ol$eh kar$ena it$u, p$en$elitian ini m$elihat h$uk$um 

s$ebagai p$erilak $u nyata yang m$enc$erminkan dinamika sosial di lapangan dan b$ukan 

hanya norma yang dit $ulis. D$engan d$emikian, p$en$elitian ini dapat m $emb$erikan sol$usi 

yang l$ebih kont $ekst$ual dan r$el$evan. 

 

B. S$umb$er dan J$enis Data 

J$enis data dilihat dari s $ud$ut s$umb$ernya dib$edakan antara data yang dip $erol$eh langsung 

dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.53 Dalam 

m$endapatkan data dan jawaban pada p $en$ulisan skripsi ini, s $erta s$es$uai d$engan 

p$end$ekatan maslah yang dig$unakan dalam p $en$elitian ini dib $edakan m$enjadi d $ua j$enis 

data yait$u: 

 

1. Data Prim$er 

Data Prim$er adalah data yang dip$erol$eh s$ecara langs$ung pada obj$ek p$en$elitian pada 

kas$us tindak pidana m $embawa s$enja tajam tanpa hak d $engan cara p$engamatan, m$elal $ui 

wawancara d$engan naras$umb$er. B$erdasarkan hi$erarki, bahan h $uk$um prim$er t$erdiri 

dari $undang-$undang yang b $erkaitan d$engan topik p $en$elitian ini, s$ep$erti 

$undang-$undang t$entang m$embawa s$enjata tajam tanpa hak dan tindak pidana anak. 

Bahan h $uk$um prim$er did$efinisikan s$ebagai bahan h$uk$um yang m$emiliki otoritas. 
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$ $ $ $ $ 

2. Data S$ek$und$er 

Data S$ek$und$er adalah data yang dip$erol$eh s$ecara tidak langs$ung m$elal$ui 

p$en$elitian k$ep$ustakaan, yang m$encak$up p$eng$ump$ulan dan inv$entarisasi b$uk$u- b$uk$u, 

karya ilmiah, artik$el artik$el dari int$ern$et, dan dok$um$en-dok$um$en.Bahan h$uk$um 

s$ek $und$er adalah karya t$ulis ilmiah yang r $el$evan, b $uk$u-b$uk$u r$uj$ukan, kas$us-kas$us 

yang r$el$evan, p$endapat sarjana, kas$us-kas$us, y$urispr$ud$ensi, dan hasil simposi$um 

t$erbar$u yang b$erkaitan d$engan topik p $en$elitian. Dalam p$en$elitian ini, bahan h$uk$um 

s$ek$und$er yang dig$unakan adalah b$uk$u-b$uk$u t$eks yang dit$ulis ol$eh ahli hukum 

terkemuka.54 

 

Data S$ek$und$er T$erdiri dari 3 (tiga) bahan h$uk$um, yait$u : 

1) Bahan $uk$um Prim$er, antara lain 

a) Amand$em$en Undang-Undang Dasar N$egara R$ep$ublik Indon$esia Tah$un 1945. 

b) Undang-Undang Dar$urat R$ep$ublik Indon$esia Nomor 12 Tah$un 1951, yang 

m$eng$ubah ordonnanti$etijd$elijk$e Bijzond$er$e Strafb$epaling$en, 

c) Undang-Undang Nomor 1 Tah$un 1946 b$ersamaan d$engan Undang-Undang 

Nomor 73 Tah$un 1958 t$entang P$emb$erlak$ukan P$erat$uran H$uk$um Pidana 

di S$el$ur$uh Indon$esia (KUHP). 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tah$un 2012 t$entang Sist $em P$eradilan Pidana 

A$nak (UU SPPA) 

2) Bahan H$uk$um S$ek$und$er adalah bahan h$uk$um yang m$emb$erikan p$enj$elasan 

m$eng$enai bahan h $uk$um prim$er, s$ep$erti naskah akad$emik, dan hasil p$en$elitian 

para ahli h $uk$um. Bahan h$uk$um s$ek$und$er yang akan dig$unakan dalam p$en$elitian 

ini adalah b$uk$u, j$urnal ilmiah, p$en$elitian ilmiah dan b$erbagai karya t$ulis lain 

yang r $el$evan d$engan j$ud$ul, t$uj$uan dan manfaat p$en$elitian. 

3) Bahan H$uk$um T$ersi$er adalah bahan h$uk$um yang m$emb$erikan p$enj$elasan 

m$eng$enai bahan h $uk$um prim$er dan bahan h $uk$um s$ek$und $er. 

 

 

 

 

54 M$uslan Abd$urrahman, Sosiologi dan M$etod$e P$en$elitian H$uk$um, (Malang: UMM Pr$ess, 2009), hal. 
119-121. 
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3. H$uk$um t$ersi$er 

Bahan h $uk$um t$ersi$er j$uga dik$enal s$ebagai bahan h$uk$um prim$er dan bahan h $uk $um 

s$ek$und $er, s $ep$erti Kam$us B$esar Bahasa Indon$esia (KBBI). Hasil p$en$elitian t$erkait 

d$engan masalah yang akan dibahas ata $u dit$eliti dalam skripsi ini. 

 

C. P$en$ent$uan Naras$umb$er 

P$en$elitian ini m $engg$unakan naras$umb$er s$ebagai s$umb $er informasi $unt$uk 

m$emb$erikan p$enj$elasan dan p$emahaman t$erkait d$engan p$ermasalahan yang ada di 

lapangan yang mana akan dibahas dalam p $en$elitian ini t $erkait p $eran Aparat 

P$engawasan Int $ern P$em$erintah dalam Upaya P$enc$egahan Tindak Pidana Kor $upsi Pada 

P$em$erintahan Da$erah. Adap$un naras$umb$er p$en$elitian ini t $erdiri dari: 

 

a) Hakim P$engadilan N$eg$eri Tanj$ung Karang 1 orang 

b) Dos$en Bagian Pidana Fak$ultas H$uk$um 1 Orang + 

J$umlah 2 Orang 

 

D. M$etod$e P$eng$ump$ulan Data dan P$engolahan Data 

2. Pros$ed$ur P$eng$ump$ulan Data 

P$eng$ump$ulan data dinilai s $ecara strat $egis kar$ena m$emiliki t $uj$uan $utama dalam 

p$eng$ump$ulan data, dalam p$en$elitian ini p$eng$ump$ulan data yang dig$unakan s$ebagi 

b$erik $ut : 

a) St$udi P$ustaka (Library R$es$earch) 

St$udi k $ep$ustakaan adalah p $eng$ump$ulan data t$erhadap data s$ek$und$er m$elal$ui 

b$erbagai tindakan, s$ep$erti m$embaca, m$encatat, m$eng$utip b $uk $u, dan m$em$eriksa 

dok $um$en, p$erat$uran p$er$undang-$undangan, dan informasi yang r$el$evan d$engan 

p $en$ulisan skripsi ini. 

b) P$engamatan ata$u obs$ervasi, j$uga dis$eb$ut s$ebagai p$engamatan, adalah tindak 

pidana m$emiliki s$enjata tajam tanpa hak yang dilak$ukan ol$eh anak b$erdsarkan 

P$ut$usan Nomor. 7.Pid-S$us_A$nak/2025 Tjk yang dilak $ukan di P$engadilan N$eg$eri 

Tanj$ung Karang dan Fak$ultas H$uk $um Univ$ersitas Lamp$ung 

c) Wawancara adalah m $etod $e p$eng$ump$ulan data yang dig$unakan $unt$uk m$emastikan 

bahwa data t $ers$eb$ut b$enar-b$enar valid. P$en$eliti j $uga m$engg$unakan m$etod $e 

wawancara $unt $uk m$endapatkan hasil yang b $el $um dik $etah$ui. 
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3. Pros$ed$ur P$engolahan Data 

M$etod $e yang dig$unakan $unt $uk m$engolah data yang dip $erol$eh dari st$udi 

k$ep$ustakaan dan wawancara s$elanj$utnya adalah s$ebagai b $erik$ut: 

a. Editing 

M$engor$eksi yang b$erarti m$em$eriksa data $unt $uk s$eg$era m$emastikan apakah 

m$er$eka r$el$evan dan r$el$evan d$engan masalah, k$em$udian m $elak$ukan p$erbaikan 

dan p$enambahan pada data yang tidak l $engkap. 

b. Klasifiasi data (classification) 

P$enafsirkan data yang dik $ump$ulkan m$elal$ui pros $es p$em$eriksaan s$erta 

p$enggolongan data 

c. Sist$ematika data (syst$ematizing) 

p$eny$us$unan data s$ecara sist$ematis, yait$u s$es$uai d$engan pokok bahasan, s$ehingga 

m$em$udahkan analisis dan m$enarik k$esimp$ulan. Tahap-tahap p$eng$elolaan data 

ini b $ert$uj$uan $unt $uk m$emp$erm$udah analisis dan p $engambilan k $esimp$ulan. 

 

E. Analisi Data 

 

S$et$elah p$eng$ump$ulan dan p$engolahan data s $el$esai, p$end$ekatan $utama dalam 

p$en$elitian ini adalah analisis data k $ualitatif. P$end$ekatan ini dipilih kar $ena s$es$uai 

d$engan karakt$eristik p $en$elitian h $uk$um normatif ma $up $un $empiris, yang l $ebih 

m$enitikb$eratkan pada p$emahaman makna, kont $eks, dan s$ubstansi dari data yang 

dik$ump$ulkan dari pada angka ata $u statistik. S$elanj$utnya, data yang t $elah dik$ump$ulkan 

di$uraikan s$ecara d$eskriptif, yang b$erarti c $erita ata $u p$enj$elasan kalimat yang dis$us$un 

s$ecara sist$ematis, logis, dan r $unt$ut. 

 

T$eori h $uk$um yang r $el$evan, $undang-$undang yang b$erlak$u, dan t $em$uan p$en$elitian 

s$eb$el$umnya dig$unakan $unt $uk m$emahami dan m$engaitkan hasil data. Hal ini dilak$ukan 

$unt$uk m$emastikan bahwa analisis tidak hanya d $eskriptif t$etapi j$uga analitis dan 

arg$um$entatif, s$ehingga dapat m$enjawab masalah yang t $elah dir$um$uskan. 

S$elanj$utnya, hasil analisis dig$unakan s$ebagai dasar $unt $uk p $er$um$usan k$esimp$ulan, 

yang didasarkan pada t $em$uan t$eoritis dan fakt$ual p$en$elitian. K$esimp$ulan ini 

m $er$upakan b $ent$uk akhir dari sint$esis data dan analisis yang dilak$ukan, dan har$us 

m$en$unj$ukkan s$eb$erapa ja$uh p$en$elitian t$elah m$encapai t$uj$uan. 



 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. K$esimp$ulan 

 

B$erdasarkan hasil p$en$elitian dan p$embahasan, maka dapat disimp$ulkan s$ebagai 

b$erik$ut: 

1. P$ertangg$ungjawaban Pidana T$erhadap Kas$us M$embawa S$enjata Tajam Tanpa Hak 

yang Dilak $ukan ol$eh A$nak dalam P$ut$usan Nomor 7/Pid.S$us- A$nak/2025/PN.Tjk, 

hakim m $en$egaskan bahwa anak yang m $embawa s$enjata tajam tanpa hak t $etap 

dapat dimintai p$ertangg$ungjawaban pidana, nam $un d$engan p$end$ekatan kh$us$us 

s$es$uai prinsip p$erlind$ungan anak. Wala$up$un p$erb$uatan anak m$em$en $uhi $uns$ur 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dar$urat Nomor 12 Tah $un 1951, p $en$erapan 

sanksinya dis $es$uaikan d$engan Undang-Undang Nomor 11 Tah$un 2012 t $entang 

Sist$em P$eradilan Pidana A$nak (UU SPPA) yang m$eng$utamakan p$embinaan, b $ukan 

p $engh$uk$uman. Hakim m$enjat$uhkan pidana p$embinaan di L$embaga P$embinaan 

Kh $us$us A$nak (LPKA) s$ebagai b $ent$uk p$en$erapan r$estorativ$e j$ustic$e, d$engan t $uj$uan 

agar anak dapat m$enyadari k$esalahannya dan m $emp$erbaiki diri. Dari sisi sosial, 

kas $us ini m$enc$erminkan adanya p $engar$uh lingk$ungan dan k $urangnya p$engawasan 

k $el$uarga, s$ehingga p$endidikan moral dan d $uk$ungan masyarakat m $enjadi faktor 

p $enting dalam p$enc$egahan. S$ecara filosofis, p$ut $usan ini s$ejalan d$engan nilai-nilai 

k$eman$usiaan dan k$eadilan Pancasila, bahwa anak yang b $erb$uat salah t $etap har$us 

dib $eri k$es$empatan $unt $uk b$er$ubah. 

2. P$en$erapan prinsip k $ep$entingan t $erbaik bagi anak (th $e b $est int $er$est of th$e child) 

dalam sist $em p$eradilan pidana anak m $enjadi dasar $utama dalam m$enangani 

kas$us anak yang b$erhadapan d$engan h$uk$um, t$ermas$uk dalam p$erkara m$embawa 

s$enjata tajam tanpa hak s$ebagaimana t$ercant$um dalam P$ut$usan Nomor 
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7/Pid.S$us-A$nak/2025/PN.Tjk. Prinsip ini m $en$egaskan bahwa anak har$us 

dip$erlak $ukan s$ecara kh $us$us d$engan m$eng$utamakan p$erlind$ungan, p$embinaan, dan 

p$endidikan daripada p$engh$uk$uman. B$erdasarkan Pasal 2 h$ur$uf d UU Nomor 11 

Tah$un 2012 t$entang Sist$em P$eradilan Pidana A$nak (UU SPPA) s$etiap pros$es 

h$uk$um t$erhadap anak wajib m $eng$utamakan r$ehabilitasi dan r $eint$egrasi sosial. 

Dalam kont$eks t $ers$eb$ut, prinsip $ultim$um r$em$edi$um j$uga m$enjadi landasan 

p$enting, yakni bahwa pidana p$enjara m$er$upakan pilihan t$erakhir s$et$elah s$em$ua 

$upaya non-pidana, s$ep$erti div$ersi, tidak b$erhasil dilak$ukan. 

 

Div$ersi dimaks$udkan agar anak dapat m$eny$el$esaikan p$erkara di l$uar p$engadilan 

m$elal $ui m$usyawarah antara p $elak$u, korban, dan k $el$uarga d$engan t $uj$uan p$em$ulihan 

sosial, b$ukan p$embalasan. Prinsip ini m $en$unj$ukkan p $erg$es$eran paradigma h $uk$um 

dari p$end$ekatan r$etrib$utif m $en $uj$u k$eadilan r$estoratif, yang m$enitikb$eratkan pada 

p $em$ulihan h $ub$ungan sosial dan tangg $ung jawab moral anak. Dalam m $enjat$uhkan 

p $ut$usan, hakim m$emp$ertimbangkan b$erbagai faktor s$ep$erti $usia, latar b$elakang 

sosial, kondisi psikologis, s $erta tingkat k$esadaran anak atas p$erb$uatannya. Hakim 

j $uga m$enilai apakah anak m $er$upakan p $elak $u p$ertama kali ata$u r$esidivis. Dalam 

p$erkara ini, kar$ena anak b$ukan r$esidivis dan tidak m$enimb$ulkan akibat yang b $erat, 

maka hakim m$emilih sanksi p $embinaan di L$embaga P$embinaan Kh $us$us A$nak 

(LPKA). Pilihan ini m $enc$erminkan p$en$erapan prinsip k $eman$usiaan dan 

p$endidikan, di mana h$uk$uman diarahkan 

$unt $uk m$emp$erbaiki p$erilak $u dan m$enghindarkan anak dari lingk $ungan yang 

b$erpot$ensi n$egatif. 

 

B. Saran 

B$erdasarkan K$esimp$ulan diatas, maka dib$erikan saran s$ebagai b$erik$ut: 

 

1. Saran p$enting t$erkait p$ertangg$ungjawaban pidana anak yang m $embawa s$enjata 

tajam tanpa hak. P$ertama, p$eran k$el$uarga dan lingk$ungan sosial p $erl $u dip$erk$uat 

kar$ena k$ed$uanya b$erp$engar$uh b$esar t$erhadap p$emb$ent $ukan karakt$er anak. Orang 

t$ua har$us l$ebih aktif m$engawasi dan m$enanamkan nilai moral s$erta disiplin agar 

anak tidak t $erj $er$um$us dalam p $erilak $u m$enyimpang. K$ed$ua, aparat p $en$egak h$uk $um 

p $erl $u l$ebih m$eng$utamakan p $end$ekatan r$estorativ$e j$ustic$e s$ebagaimana 
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diamanatkan UU SPPA, d $engan m$enitikb$eratkan pada p$embinaan dan p$em$ulihan 

sosial, b$ukan p $engh$uk$uman. K$etiga, L$embaga P$embinaan Kh $us$us A$nak (LPKA) 

har $us dip$erk$uat agar b$enar-b$enar b$erf$ungsi s$ebagai l$embaga p$endidikan dan 

r$ehabilitasi yang m $embant$u anak m$enyadari k$esalahannya dan m$emp$erbaiki diri. 

 

2. B$erdasarkan p$en$erapan prinsip k$ep$entingan t$erbaik bagi anak (th$e b$est int$er$est of 

th $e child) dalam P$ut$usan Nomor 7/Pid.S$us-A$nak/2025/PN.Tjk, dapat disarankan 

agar s$etiap p$enanganan p $erkara anak l$ebih m$en$ekankan pada asp $ek p$embinaan dan 

p $erlind$ungan daripada p $engh$uk$uman. Aparat p $en$egak h $uk$um p$erl$u m$emastikan 

bahwa s$etiap pros$es h $uk $um t$erhadap anak b$enar-b$enar m$eng$utamakan div$ersi dan 

k$eadilan r$estoratif s$ebagai langkah $utama s$eb$el$um m$enjat$uhkan pidana. L$embaga 

P$embinaan Kh $us$us A$nak (LPKA) j $uga p $erl$u dip$erk$uat agar mamp$u m$emb$erikan 

p$endidikan, p$embinaan karakt$er, dan d$uk$ungan psikologis yang $ef$ektif. S$elain it $u, 

p$enting bagi k $el$uarga dan masyarakat $unt $uk b$erp$eran aktif dalam m $end $uk$ung 

pros$es r$ehabilitasi anak agar ia dapat k$embali k $e lingk$ungan sosialnya d $engan baik. 

D$engan d$emikian, p$en$erapan prinsip k $ep$entingan t $erbaik bagi anak akan b$enar-

b$enar t $erw$uj$ud m$elal $ui p$end$ekatan yang man$usiawi, $ed$ukatif, dan b$erori$entasi 

pada masa d$epan anak. 
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